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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab  Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin s es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
xii 
 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha y ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 اَا fathah a A 
 اِا kasrah i I 
xiii 
 
 اُا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 اَي fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
 اَو fatḥah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
  اَ يْ اَ  : kaifa 
  اَل يْىاَھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...اَا |ياَ ...  fathah dan alif atau ya‟ A a dan garis di atas 
ي kasrah dan ya‟ I i dan garis di atas 
 اُو dammah dan wau U u dan garis di atas 
Contoh  
 اَت اَي  : mata 
ًاَي اَر   : rama 
 يْميْ اِ    : qila 
 اُت يْى ًاُ اَ    : yamutu  
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4. Tā‟marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  ( berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah ) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha ( h ). 
Contoh:  
 اِل اَ يْطاَ يْا اُ اَ اَو اَر  : raudal al-at fal 
 اُ اَه اِ   اَلنيْا اُ اَُيْ  اِ ًاَ يْناَا  : al-madinah al-fadilah 
 ًاَ يْك اِحيْناَا          : al-hikmah 
5. Syaddah ( Tasydid ) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
 اَ َُّب اَر  : rabbana 
 اَُيْ َّجاََ  : najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
xv 
 
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
 اُ اَل اَ يْهاَليْناَا : al-falsafah 
 اُداَ اِ يْناَا : al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
 اُت يْ اِياُ  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌاَ يْو اُ اُييْ اَ  : ta‟ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ءٌء يْ اَ   : syai‟un 
8. Penulisan Kata           
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
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Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (     َّ  ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 َّ  ٍاُ يْ اِد dinullah  اِ ههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 يْىاُھ   َّ  اِ ًاَ يْ اَر يْ اِ  Hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
Inna awwala baitin wudi‟a linnasi lallazi bi Baktata mubarakan 
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
Nasir al-Din al-Tusi 
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Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi dari seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah 
swt.  = subhanahu wa ta‟ala 
saw.  = sallallahu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salam 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
1.  = Lahir tahun ( untuk orang yang masih hidup saja ) 
w.  =Wafat tahun 
QS…./….: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Nur Rahmah 
NIM  : 10100113121 
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ampikale pada Masyarakat 
   di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
 
Skripsi ini adalah studi tentang adat atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat 
Bugis, khususnya Kecamatan Pammana yang disebut dengan Adat Ampikale. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat ampikale dan 
apakah adat ampikale dapat diterima dalam ajaran Islam serta bagaimana cara 
penyelesaian perkara ampikale yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama.  
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif analisis. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat 
Kecamatan Pammana, penyuluh agama KUA Kecamatan Pammana dan Hakim 
Pengadilan Agama Sengkang. 
Hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menerima tradisi atau adat yang ada 
dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ampikale merupakan 
suatu kebiasaan masyarakat dimana seseorang menyisakan sebagian harta dan tidak 
dibagikan seluruhnya kepada ahli waris. Harta ampikale tersebut digunakan sebagai 
biaya hidup seseorang agar tidak bergantung kepada ahli warisnya. Dalam Islam, hal 
tersebut dibolehkan. Apalagi tujuan utama menyisakan harta ampikale adalah untuk 
tajhizul jenazah (persiapan biaya jenazah) yang dalam hadis dianggap boleh. Dan 
tujuan selanjutnya yaitu sebagai tawa pattungka (imbalan karena telah merawat) yang 
dalam Islam disamakan dengan hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu 
kebaikan karena dapat meningkatkan taraf hidup orang lemah. 
Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian 
antara adat tersebut dengan hukum Islam. Olehnya itu, peneliti menganggap bahwa 
ampikale adalah sebuah adat/kebiasaan masyarakat Bugis yang status hukumnya 
mubah (boleh) untuk dilakukan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki wilayah yang luas. 
Luasnya wilayah tersebut mempengaruhi suku, adat dan budaya di setiap daerah. 
Selain itu, ditinjau dari sejarah terbentuknya Indonesia yang pada awalnya hanya 
berupa kerajaan-kerajaan dan telah dijajah oleh beberapa negara menyebabkan 
Indonesia menjadi negara yang menganut beberapa macam sistem hukum. Sistem 
hukum tersebut yaitu sistem hukum adat yang merupakan hukum asli dan tertua di 
Indonesia, sistem hukum Islam yang didasarkan pada agama Islam yang dianut 
sebagian besar masyarakat, dan sistem hukum barat sebagai hukum peninggalan 
Belanda yang pernah menjajah Indonesia. 
Khusus untuk sistem hukum adat, dalam seminar hukum adat di Yogyakarta 
disebutkan bahwa pengertian hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak 
tertulis/tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan disana 
sini mengandung unsur agama.
1
 Hukum adat sendiri telah digunakan turun-temurun 
sejak generasi nenek moyang bangsa Indonesia dan masih tetap menjadi pilihan 
utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman. 
Dalam hukum adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi 
(perdata) dengan kepentingan umum (publik).
2
 Maksudnya bahwa hukum adat 
bersumber dari pikiran murni bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas 
                                                          
1
 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 242.  
2
  Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 220. 
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kekeluargaan dengan mengutamakan kerukunan dan kedamaian daripada keuntungan 
materi atau kepentingan individu. Sistem hukum adat itu sendiri bertujuan untuk 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.
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Sistem hukum adat juga memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung pada 
ragam suku bangsa dan pola kehidupan yang dianut masyarakat di Indonesia. Untuk 
persamaannya dapat dilihat dari bentuknya yang tidak tertulis serta tumbuh dan 
berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Karena bentuknya 
yang tidak tertulis ini maka hukum adat ini dimungkinkan memiliki sifat yang 
dinamis dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 
Perlu diketahui bahwa setelah masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah 
percampuran antara budaya asli (hukum adat) dengan hukum Islam sebagai bagian 
dari ajaran agama Islam. Hal ini menyebabkan segala aturan Islam menjadi wajib 
untuk ditaati sebagai akibat telah memeluk agama Islam.  
Berkenaan dengan hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna 
kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita.
4
 
Hubungannya harmonis sebagaimana yang tercermin dalam berbagai ungkapan dan 
pepatah di berbagai daerah. Adapun dalam masyarakat Bugis, berdasarkan hasil 
wawancara dengan Andi Muhammad Ali yang dilakukan oleh Asni Zubair terdapat 
ungkapan yang menyatakan bahwa: 
Mappakaraajai sara‟e ri adẽ‟e mappakalẽbbi‟i adẽ‟e ri sara‟e. Temmakkullẽi 
adẽ‟e naruusa‟ tarobicaranna sara‟e temmakkulletoi sara‟e naruusa‟ 
tarobicaranna adẽ‟e. Puusai adẽ‟e ritarobicaranna massappaai 
ritarobicaranna sara‟e. Puusai sara‟e ritarobicarana massappaai 
ritarobicaranna adẽ‟e. Temmakkullẽi sipusa-pusang iyya duwa temmakkullẽitoi 
siruusa‟ iyya duwa. 
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Maknanya: 
Syari‟at menghormati aturan dalam adat (ade‟ ), ade‟ juga menghormati aturan 
syari‟at. Tidak pantas ade‟ membatalkan aturan syari‟at dan juga syari‟at tidak 
membatalkan aturan ade‟ yang dipandang baik. Apabila suatu hal tidak 
ditemukan dalam aturan ade‟ akan dicari dalam aturan syari‟at. Jika sesuatu 
tidak ditemukana dalam aturan syari‟at akan dicari dalam aturan ade‟. Tidak 
mungkin antara keduanya saling mengaburkan dan tidak mungkin keduanya 
saling bertentangan.
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Dari ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa adat dan syari‟at dapat berjalan 
harmonis dan bekerjasama dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam 
masyarakat. Apabila ada permasalahan yang tidak ditemukan dalam syari‟at maka 
akan dicari dalam adat, dan sebaliknya apabila ada permasalahan yang tidak 
ditemukan dalam adat maka akan dicari dalam syari‟at. 
Pandangan awal yang menyatakan bahwa hubungan hukum adat dan hukum 
Islam dapat berjalan dengan harmonis serta paham yang menyatakan bahwa untuk 
memberlakukan hukum adat harus diresepsi terlebih dahulu dengan aturan Hukum 
Islam ternyata kadang menimbulkan gejala konflik dalam masyarakat. Ternyata 
dalam kenyataannya ada beberapa kebiasaan masyarakat tidak diatur atau bahkan 
tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.  
Kebiasaan masyarakat yang sering bertentangan atau tidak sejalan dengan 
hukum Islam dalam prakteknya terletak dalam berbagai bidang. Hal ini sebagaimana 
diungkapkan oleh dua ahli hukum adat yaitu Snouck Hurgorenje yang merupakan 
penasihat Pemerintah Hindia Belanda yang berhasil menyemaikan benih teori resepsi 
dan merumuskan politik Islam yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda
6
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dan Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya 
"Hukum Adat" di Hindia-Belanda sehingga ia dijuluki "Bapak Hukum Adat" .
7
  
Dua ahli hukum adat tersebut menyatakan  bahwa tidak semua bagian hukum 
agama dapat diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu 
saja dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam) yaitu terutama 
bagian yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan hidup batin seperti hukum 
keluarga dan hukum waris.
8
 Hukum Keluarga menyangkut tentang cara-cara 
pelaksanaan perkawinan serta kehidupan dalam rumah tangga sedangkan hukum 
waris menyangkut masalah pengalihan harta kekayaan, termasuk di dalamnya hibah 
dan wasiat. 
Dalam hal harta kekayaan, Allah telah menganjurkan kita untuk mencari harta 
sebanyak-banyaknya asalkan digunakan untuk ibadah dan kebaikan ummat. Makin 
banyak makin bagus. Tidak ada anjuran menyimpan harta untuk diri sendiri karena 
hal seperti itu termasuk menimbun harta dan sangat dilarang dalam agama. Dalam 
sebuah hadis, Rasulullah saw., menegaskan bahwa: 
 َلَ َلاَق َمَّلَسَو  ِْيَلَع ُلله ا ىَّل َ ِللها ِلوُسَر ْنَع ِللها ِدْبَع ِن ْ ِرَمْع َ ْنَع
 ٌىِطاَخ َّلَِا ُرِكَتَُيَ(  ي ذ  ترلا هاور)           
Artinya: 
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Hadis dari Ma‟mar bin Abdullah ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda 
bahwa tidak menimbun kecuali orang yang berdosa (HR. al-Turmuzi).
9
 
Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sendiri, terdapat suatu adat atau 
kebiasaan yang dikenal dengan istilah ampikale. Ampikale berasal dari dua kata yaitu 
ampi yang berarti penjagaan dan ale yang berarti diri. Ampikale sering juga disebut 
dengan istilah pampobo (biaya hidup). Ampikale pada dasarnya adalah kekayaan 
seseorang yang disisahkan tidak dibagi kepada ahli warisnya atau tidak dihibahkan 
dengan tujuan untuk membiayai sisa hidupnya sampai meninggal dunia dan akan 
diperuntukkan kepada yang memelihara , merawat dan mengurusi sampai meninggal, 
oleh karena itu selama pemilik harta/pewaris masih hidup dan sehat belum dapat 
ditetapkan siapa bakal menjadi pemilik ampikale tersebut.
10
  
Ampikale biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki suami, isteri 
maupun keturunan. Akan tetapi, banyak pula orang yang memiliki keturunan tetap 
mempersiapkan harta ampikale. Hal ini disebabkan karena seringnya anak 
menelantarkan orang tuanya ketika sudah mendapatkan warisan. Harta ampikale ini 
dipersiapkan sebagai jaminan bilamana ia sakit atau persiapan untuk membiayai 
keperluan meninggalnya.  
Berkaitan dengan peralihan harta kekayaan, harta ampikale yang masih tersisa 
dan tidak habis digunakan akan dibagi untuk semua ahli warisnya jika ia memiliki 
ahli waris dan akan diberikan kepada yang memelihara dan merawat pemilik 
ampikale pada waktu masih hidup ketika ia tidak memiliki ahli waris.   
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Dalam adat ampikale tidak ditetapkan kepada siapa harta ampikale tersebut 
akan dialihkan nantinya sehingga akan menimbulkan masalah ketika pemilik 
ampikale meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena para ahli waris atau orang yang 
merawat dapat mengaku telah merawat pewaris untuk mendapatkan harta ampikale 
tersebut atau menjadikannya objek kewarisan. Hal inilah yang menyebabkan banyak 
harta ampikale yang kemudian diperkarakan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri 
maupun Pengadilan Agama. Seperti halnya dengan yang terjadi di Pengadilan Negeri 
Sengkang yang menjadikan tanah ampikale sebagai objek sengketa dalam perkara 
perdata tanah Nomor register 12/Pdt.G/2014/PN. Skg. Selain itu, tanah ampikale juga 
pernah dijadikan sengketa budel waris dalam perkara di Pengadilan Agama Soppeng 
dengan Nomor Perkara Nomor 458/ Pdt. G/2013/PA Wsp. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Adat 
Ampikale yang berlaku di masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo serta 
menguji kesesuaiannya dengan Hukum Islam di Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi kajian 
utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat 
ampikale dalam hukum adat bugis di daerah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ? 
Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa submasalah, 
adapun submasalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan adat ampikale di Kecamatan Pammana Kabupaten 
Wajo ? 
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2. Bagaimana penyelesaian harta ampikale yang menjadi objek sengketa di 
Pengadilan Agama Sengkang ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Hal ini 
dikarenakan Kecamatan Pammana dihuni oleh mayoritas suku Bugis yang masih 
mempertahankan adat/kebiasaannya, salah satunya yaitu ampikale yang masih banyak 
dilaksanakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara dalam mengalihkan harta 
bendanya. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ampikale pada Masyarakat di Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo.” 
Tinjauan yang dimaksud disini adalah pandangan atau pendapat setelah 
dilakukan penelitian dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain. 
Adapun pengertian hukum Islam dibagi menjadi dua kata yaitu kata hukum 
yang berarti peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia 
dalam suatu masyarakat , baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang 
dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
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hukum Islam dapat diartikan sebagai peraturan yang bersumber dari syara‟. Adapun 
sumber-sumber syara‟ itu sendiri adalah Al-Qur‟an, Hadis dan fiqih. 
Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau perbuatan yang 
lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala.  
Ampikale (biaya hidup) adalah kekayaan seseorang yang di sisakan dan tidak 
dibagi kepada ahli warisnya atau tidak dihibahkan dengan tujuan untuk membiayai 
sisa hidupnya sampai meninggal dunia dan akan diperuntukkan kepada yang 
memelihara, merawat dan mengurusi sampai meninggal dunia. 
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi 
tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-
individu yang berada dalam kelompok tersebut. Adapun yang menjadi tempat 
penelitan penulis adalah Kecamatan Pammana yaitu salah satu Kecamatan yang 
terdapat di Kabupaten Wajo. 
Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata perkata yang digunakan 
dalam judul, maka fokus penelitian di dalam skripsi ini adalah pandangan hukum 
Islam terhadap pelaksanaan adat ampikale dan penyelesaian harta ampikale  yang 
menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama Sengkang. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian di mana calon penulis harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun kajian pustaka dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag dalam bukunya Hukum Islam Indonesia 
Modern Dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia yang 
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membahas tentang ijtihad sebagai faktor tepenting dalam pengembangan 
hukum Islam yang telah melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam (fiqh) 
dan metode pengembangannya (mazhab). Dari buku ini peneliti akan 
mempelajari proses penyesuaian masyarakat tradisional yang masih 
melaksanakan hukum adat dengan masyarakat Islam modern serta bagaimana 
pengembangan hukum Islam pada masyarakat yang masih melaksanakan adat 
dan kebiasaan. Buku ini bersifat umum membahas tentang bagaimana 
hubungan antara  fiqh klasik dan fiqh Indonesia, sedangkan penulis 
membahas salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu 
hukum adat. 
2. Andi Zainal Abidin dalam tulisannya yang berjudul Wajo Abad XV-XVI: 
Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara yang 
membahas tentang budaya-budaya yang masih terpelihara di Kabupaten Wajo 
berupa sejarah kerajaan Wajo pada abad XV dan XVI pada masa orang-orang 
Wajo belum berhubungan dengan orang-orang asing, dan belum memeluk 
agama Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kehidupan 
masyarakat Wajo, khususnya Masyarakat Pammana setelah masuknya agama 
Islam yang kemudian mempengaruhi adat dan kebudayaan-kebudayaan yang 
dulu hidup dan berkembang di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sebagai 
konsekuensi telah memeluk agama Islam. 
3. Mahyuddin dalam tesisnya yang berjudul Pabbere Orang Tua kepada 
Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam Praktiknya di Masyarakat 
Kabupaten  Soppeng yang membahas tentang salah satu cara pengalihan harta 
kekayaan dalam masyarakat Bugis yang disebut dengan pabbere (pemberian) 
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serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap Adat Pabbere tersebut. 
Adapun penelitian penulis membahas tentang sisa harta ampikale yang akan 
dialihkan kepemilikannya kepada orang yang merawat atau memelihara 
pemilik harta ampikale. Akan tetapi, adat ampikale berbeda dengan pabbere 
yang dapat dipersamakan dengan hibah. Adat Ampikale tidak dapat 
dipersamakan dengan cara pengalihan harta kekayaan yang diatur dalam 
Hukum Islam. 
4. A. Dewa Palaguna dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Syariat Islam 
terhadap Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Lontara membahas tentang 
Pandangan hukum Islam yang ternyata telah memberikan pengaruh yang 
sangat besar terhadap asas asas kewarisan dalam Lontara yang merupakan 
naskah kuno di Sulawesi Selatan dan di dalamnya memuat berbagai catatan, 
selain sejarah, juga ajaran moral dan hukum. Asas-asas tersebut antara lain, 
asas adanya ahli waris, asas pembagian sama rata, asas pengembalian hibah, 
pola aleteng (patah titian), warangparang riolo ana‟ riolo, warangparang ri 
munri ana‟ ri munri. Adapun penelitian penulis, akan mengkaji penelitian ini 
untuk mengetahui penyelesaian harta ampikale yang menjadi objek sengketa 
di Pengadilan Agama Sengkang. 
Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ampikale pada 
Masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Pokok bahasan yang penulis 
paparkan dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, oleh karena itu 
penulis tertarik untuk mengangkat masalah Adat Ampikale sebagai judul dalam 
skripsi penulis. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat ampikale dalam masyarakat Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat ampikale dalam 
hukum adat bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.  
3. Untuk mengetahui penyelesaian harta ampikale  yang menjadi objek sengketa 
di Pengadilan Agama Sengkang. 
Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1. Memberikan wawasan kepada penulis secara pribadi tentang adat ampikale 
yang terdapat dalam masyarakat suku bugis di Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten 
Wajo tentang pandangan hukum Islam terhadap adat ampikale. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Hukum dalam masalah harta ampikale yang menjadi objek 
sengketa dalam perkara di Pengadilan Agama.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Harta dan Kedudukannya 
1. Pengertian Harta 
Dalam bahasa Arab harta disebut dengan sebutan al-mal. Berasal dari kata 
 َلا َ- ُ ِْي َ- لاًلاْي َ  yang mempunyai arti condong, cenderung dan miring. Al-mal juga 
bisa disebut hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara baik itu dalam 
bentuk materi, maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak 
manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.
1
 
Sedangkan menurut istilah syar‟i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang 
dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara‟ (hukum Islam), seperti 
jual-beli (al-bay), pinjam-meminjam („ariyah), konsumsi dan hibah atau pemberian. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka segala sesuatu yang digunakan dan 
dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. 
Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil 
peternakan, perkebunan, dan juga pakaian semuanya termasuk dalam kategori al-
amwal.
2
 
Adapun secara istilah ahli fiqih, harta yaitu:
3
 
1. Menurut Ulama Hanafiyah, harta diartikan sebagai  
 لاًةَااَع  ِِ   ُ َبَت ُْبَ َو ُُه  اَر ْ َِو  ُُ َ  اَي ِ ُنِكْ ُ ا َ لُّ  ُ َو ُ ُلاَ
 َا 
                                                          
1
 Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 
34-36. 
2
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), 
h. 10. 
3
 Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 18-
19. 
13 
 
 
 
Artinya: 
Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta 
dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.
4
 
2. Menurut Ulama Madzhab Maliki, Harta adalah hak yang melekat pada 
seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang 
diakui sebagai hak milik secara „urf (adat). 
3. Menurut Ulama Madzhab Syafi‟i, Harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi 
pemiliknya dan bernilai. 
4. Menurut Ulama Madzhab Hambali, Harta adalah sesuatu yang mempunyai 
nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang. 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harta, yaitu sesuatu 
yang mempunyai arti (al-qimah), sesuatu yang mempunyai manfaat dan sesuatu yang 
diperoleh dengan usaha tertentu. 
2. Kedudukan Harta 
Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-
satunya tujuan. Maka disarankan kewajiban lebih dipentingkan daripada materi. 
Tetapi materi menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperoleh 
manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang 
kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan 
umum, tanpa berbuat dzalim dan berlebihan. 
Disebutkan harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam 
menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh para ulama „ushul fiqh persoalan 
harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-dharuriyat al-khamsah (lima keperluan 
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pokok), yang terdiri atas: Agama, Jiwa, Akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu 
banyak manusia yang mempertahankan harta dengan segala upaya yang dilakukan, 
sehingga dalam Al-Qur‟an dan Hadis banyak membicarakan harta serta 
kedudukannya.
5
 
Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan 
pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu 
keburukan. Oleh karena itu, harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam 
dan karena itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan 
kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah swt., telah memberikan pula 
beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan. 
Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana. 
Allah swt., menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan 
kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. 
Adapun dalam ayat-ayat al-Qur‟an, harta memiliki kedudukan antara lain:6 
1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah swt., manusia hanyalah pemegang 
amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. 
Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap pada Allah swt. Sebagaimana firman 
Allah dalam QS Al Hadid/57: 7 yaitu:  
                        
              
Terjemahnya: 
                                                          
5
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 12.  
6
 Zaif, “ Memahami Konsep Islam tentang Harta “. Biologi Online. https://zaifbio.wordpress. 
com/2010/06/25/memahami-konsep-islam-tentang-harta/ (29 Maret 2016). 
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Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka 
orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) 
hartanya mendapatkan pahala yang besar. (QS. Al-Hadid/57: 7). 
7
 
 
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya 
dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang 
kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati. Firman Allah dalam QS. Ali 
„Imran/ 3:14 
                        
                          
              
Terjemahnya: 
 
Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas,perak,kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup didunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. 
(QS. Ali „Imran: 14).8 
 
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara 
mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah 
tidak Allah berfirman dalam QS. At Taghaabun/ 64: 15 
                       
Terjemahnya: 
 
                                                          
7
 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur‟an), h. 901. 
8
 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur‟an), h. 77. 
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Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi 
Allahlah pahala yang besar. (QS. At-Taghaabun: 15).
9
 
 
B. Hukum Adat dan Perkembangannya 
Hukum adat Hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif 
yang di satu sisi mempunyai sanksi (karena merupakan hukum) dan di pihak lain 
dalam keadaan tidak dikodifikasi (karena merupakan adat). Sebagai sebuah hukum 
yang tidak terkodifikasi, hukum adat memiliki cakupan yang sangat luas dalam 
berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat dibagi atau dikelompokan menjadi 
3 (tiga), yaitu:
10
 
1. Hukum Adat Ketatanegaraan, yang menguraikan tentang tata susunan atau 
persekutuan masyarakat, susunan alat perlengkapan, pejabat dan jabatan adat 
kerapatan adat dan peradilan adat. 
2. Hukum Adat Kewargaan, yang menguraikan tentang hubungan kekerabatan 
(pertalian sanak),  perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak dan 
transaksi tanah), dan hukum perhutangan (transaksi kebendaan selain tanah dan 
jasa). 
3. Hukum Adat Delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai delik adat dan 
reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya. 
Sebagaimana diketahui bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan 
yang erat satu sama lain. Masyarakat memerlukan hukum untuk terciptanya 
keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. Sedang hukum membutuhkan 
                                                          
9
 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Pentafsir Al-Qur‟an), h. 942. 
10
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Cetakan Kedua, Madar 
Maju: Bandung, 2003), h. 53. 
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masyarakat untuk keberlakuan dan perkembangannya. Begitupun dengan hukum adat 
akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.  
Perkembangan hukum adat ini menjadi sedemikian kompleksnya seiring 
dengan perubahan struktur sosial suatu masyarakat yang berkembang sedemikian 
rumitnya, sehingga adat istiadat, nilai-nilai agama, maupun nilai moral sering 
dianggap tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat yang 
dahulu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mulai bergeser keberadaannya. 
Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut terjadi, di antaranya: 
1. Faktor dari dalam (faktor internal) 
a) Kesadaran hukum masyarakat. 
b) Adanya kritik dari seseorang atau beberapa orang tentang adat yang berlaku 
dalam masyarakat. 
2. Faktor Eksternal 
a) Pengaruh informasi yang semakin berkembang. 
b) Teknologi yang semakin maju. 
c) Perubahan pola hidup yang semakin modern. 
C. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 
Pembaruan hukum Islam, menurut Abdul Manan, adalah upaya dan perbuatan 
melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki 
kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid), melalui cara-
cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum, agar hukum 
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Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
11
 Yang dimaksud dengan 
proses di sini adalah kegiatan ijtihad yang merupakan salah satu wacana dalam 
pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah: ”Mengerahkan seluruh kemampuan 
dan usaha dalam mencari hukum syariat”. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha 
yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. 
Ijtihad merupakan kebalikan dari taqlid, yaitu mengikuti pendapat orang lain 
tanpa diteliti lebih dulu, atau melakukan sesuatu menurut apa kata orang dengan 
tanpa alasan yang pasti.
12
 Gerakan mendobrak taqlid dan menghidupkan kembali 
ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaharuan hukum 
Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu 
menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  
Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan 
perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum 
terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti 
masalah bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi 
sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan 
keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.  
Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan 
manusia masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil 
ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan 
                                                          
11
 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005). 
12
 Pembaruan Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangan. https://library.walisongo.ac.id/ 
digilib/download.php (2 Juni 2016). 
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kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum 
baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan 
syariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Contohnya ketentuan hukum Islam 
mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama sekarang ini telah membolehkan wanita 
menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad lama menetapkan bahwa 
wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. 
Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi. 
1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian keboleh-jadian yang 
dikandung oleh suatu teks Al-Qur‟an dan hadis. Dalam keadaan demikian, 
pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula keboleh-jadian yang lain yang 
terkandung dalam ayat atau hadis tersebut. Contoh, Jumhur ulama telah 
menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak; 
tanam-tanaman; buah-buahan; barang-barang dagangan; binatang ternak; barang 
tambang; dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali. 
Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang 
lingkup keboleh – jadian arti.(sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu). Pendapat yang 
menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, sebagaimana 
telah dijelaskan, juga tetap berkisar dalam ruang lingkup keboleh-jadian arti teks 
Al-Qur‟an di atas. 
2. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas „urf setempat, dan bila „urf itu sudah 
berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil 
ijtihad baru yang berdasarkan kepada „urf setempat yang telah berubah itu. 
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Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad ulama 
terdahulu menetapkam wanita tidak boleh menjadi kepala negara, sesuai dengan 
„urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima wanita sabagai kepala 
negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, „urf masyarakat Islam 
sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita sebagai kepala 
negara. Hasil ijtihad ulamapun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa 
wanita boleh menjadi kepala negara. 
3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka pembaharuan dapat 
dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan 
hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan istihsan. 
Sebagaimana diketahui, penetapan hukum dengan istihsan merupakan suatu jalan 
keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode 
istinbat hukum yang lain. Contohnya hasil ijtihad tentang larangan masuk masjid 
bagi orang haid yang diqiyaskan kepada orang junub karena sama-sama hadath 
besar. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain 
yang membedakan haid dengan junub, walaupun keduanya sama-sama hadath 
besar. 
Karena pembaharuan hukum Islam mengandung arti gerakan ijtihad 
menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan 
perkembangan baru maka pembaharuan itu dilakukan dengan cara kembali kepada 
ajaran asli Al-Qur‟an dan hadis dan tidak mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan 
hukum Islam hasil ijtihad lama yang merupakan hukum Islam kategori fikih.  
Hukum Islam kategori fikih adalah hasil pemahaman dan rumusan para ulama 
yang bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada masa itu, seperti yang 
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dilandaskan atas „urf setempat dan karenanya ketentuan itu belum tentu mampu 
menjawab permasalahan dan perkembangan baru, artinya belum tentu mampu 
merealisasikan kemaslahatan umat masa kini yang keadaannya berbeda dengan 
keadaan pada masa itu. Sedangkan ajaran asli Al-Qur‟an dan hadis selalu mampu 
menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua 
tempat.  
Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para 
mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli Al-Qur‟an dan hadis dengan cara 
berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta 
memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian 
ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab 
permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan 
kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam. 
Sejak awal Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain, kecuali 
kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa Hukum Islam dicanangkan demi 
kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan 
kemaslahatan manusia. 
Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan 
diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam 
atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalamkitab-kitab fiqh hasil pemikiran 
mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Itu semua dapat ditempuh dengan beberapa 
cara: 
1) Memberikan kebijakan administrasi 
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Hal ini sudah dilakukan di Mesir menjelang kehadiran Undang-Undang 
perkawinan. Dalam kitab fiqh yang belaku disemua madzhab tidak ditemukan 
pencatatan perkawinan. Pada masa mujtahid menghasilkan fiqhnya, hal tersebut 
dirasakan tidak perlu dan tidak bermanfaat. Pada masa kini pencatatan perkawinan 
sangat dibutuhkan untuk mengamankan perkawinan itu sendiri. 
2) Membuat aturan tambahan 
Tanpa mengubah dan mengurangi materi fiqh yang sudah ada, dibuat aturan 
lain yang dapat mengatasi masalah sosial, seperti wasiyyah wajibah yaitu wasiat-
wasiat yang diberikan kepada cucu yang tidak menerima waris karena bapaknya telah 
meninggal lebih dahulu, sedangkan saudara bapaknya masih ada. 
3) Talfiq (meramu) 
Hasil ijtihad tertentu diramu menjadi suatu bentuk baru, seperti Undang-
Undang perkawinan Turki yang menggabungkan madzhab Hanafi yang mayoritas 
dengan madzhab Maliki yang minoritas. Undang-Undang ini hanya bertahan 
menjelang diberlakukanya Undang-Undang perkawinan Swiss yang hingga sekarang 
masih berlaku di Turki. 
4)  Melakukan reinterpretasi dan reformulasi 
Dalil fiqh yang tidak aktual lagi dikaji ulang, terutama yang menyangkut 
hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diiterpretasikan oleh 
mujtahid dahulu diinterpretasikan sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyakat 
pada saat itu. Formulasi baru berdasarkan interpretasi baru baru itu ada yang 
dituangkan dalam Undang-Undang dan ada pula yang berbentuk fatwa. Hal ini pada 
fiqh munakahat dapat dilihat dalam masalah monogami, bigami, poligami yang 
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dulunya mudah dan tidak bertanggung jawab, mulai dibatasi dan dipersulit, bahkan 
ditentukan untuk dilakukan di pengadilan. 
Hukum Islam itu dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan. 
Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa 
metode.
13
 
5)  Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah 
Untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam,hal ini dilakukan dengan 
direkonstruksi dengan jalan mengartikan al-qur‟an dalamkonteks dan 
jiwanya.pemahaman melalui konteks berarti mengetahui asbab an-nusul. Sedangkan 
pemahaman melalui jiwanya berarti memperhatikan makna atau substansi ayat 
tersebut. 
6) Pemahaman Baru Terhadap Sunnah 
Dilakukan dengan cara mengklasifikasikan sunnah, mana yang dilakkan 
Rasulullah dalam rangka Tasyri‟ Al-Ahkam (penetapan hukum) dan mana pula yang 
dilakukannya selaku manusia biasa sebagai sifat basyariyyah (kemanusiaan). Sunnah 
baru dapat dijadikan pegangan wajib apabila dilakukan dalam rangka Tasyri‟ Al- 
Ahkam. Sedangkan yang dilakukannya sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti, 
seperti kesukaaan Rasulullah saw., kepada makanan yang manis, pakaian yang 
berwarna hijau dan sebagainnya. Disamping itu sebagaimana aal-Qur‟an, Sunnah 
juga harus dipahami dari segi jiwa dan semangat atau substansi yang terkandung 
didalamnya. 
7) Pendekatan Ta‟aqquli (Rasional) 
                                                          
13
 Nadia, “ Pembaharuan Hukum Islam“. Jendela Nadia.  http://saiyanadia.wordpress.com/ 
2010/11/20/pembaharuan-hukum-islam.html (2 Juni 2016). 
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Ulama‟ terdahulu memahami rukun Islam dilakukan dengan Taabbudi yaitu 
menerima apa adanya tanpa komentar, sehingga kwalitas illat hukum dan tinjauan 
filosofisnya banyakk tidak terungkap. Oleh karena itu pendekatan ta‟aquli harus 
ditekankan dalam rangka pembaharuan hukum Islam (ta‟abadi dan ta‟aqquli). Dengan 
pendekatan ini illat hukum hikmahat-tashih dapat dicerna umat Islam terutama dalam 
masalah kemasyarakatan. 
8) Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam Pidana 
Dalam masalah hukum pidana ada unsur zawajir dan jawabir. Jawabir berarti 
dengan hukum itu dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. 
Dengan memperhatikan jawabir ini hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan 
nash, seperti pencuri yang dihukum dengan potong tangan, pezina muhsan yang 
dirajam, dan pezina ghoiru muhsan didera. Sedangkan zawajir adalah hukum yang 
bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana sehingga tidak mengulanginya lagi. 
Dalam pembaharuan hukum Islam mengenai pidana, yang harus ditekakankan adalah 
zawajir dengan demikian hukum pidana tidak terikat pada apa yang tertera dalam 
nash. 
9) Masalah Ijmak 
Pemahaman yang terlalu luas atas ijmak dan keterikatan kepada ijamak harus 
dirubah dengan menerima ijmak sarih,yang terjadi dikalangan sahabat (ijmak 
sahabat) saja,sebagai mana yang dikemukakan oleh asy-syafi‟i.kemungkinan 
terjadinya ijmak sahabat sangat sulit,sedangkanijmak sukuti (ijmak diam) masih 
diperselisihkan. Disamping itu,ijmak yang dipedomi haruslah mempunyai sandaran 
qath‟i yang pada hakikatnya kekuatan hukumnya bukan kepada ijmak itu 
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sendiri,tetapi pada dali yang menjadi sandaranya. Sedangkan ijmak yang mempunyai 
sandaran dalil zanni sangat sulit terjadi. 
10) Masalik al-„Illat (Sara Penetapan Illat) 
Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi ilat hukum yang biasanya 
dibicarakan dalam kaitan dengan qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa 
“hukum beredar sesuai dengan ilatnya”. Ini fitempuh dengan merumuskan kaidah dan 
mencari serta menguji alit yang benar-benar baru. 
11) Masalih Mursalah 
Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah swt., adalah ungkapan 
popular dikalangan ulama. Dalam hal ini masalih mursalah dijadikan dalil hukum dan 
berdasarkan ini,dapat ditetapkan hukum bagi banyak masalah baru yang tidak 
disinggung oleh al-qur‟an dan sunah. 
12) Sadd az-Zari‟ah 
Sadd az-zari‟ah berarti sarana yang membawa ke hal yang haram. Pada 
dasarnya sarana itu hukumnya mubah,akan tetapi karena dapat membawa kepada 
yang maksiat atau haram,maka sarana itu diharamkan. Dalam rangka pembaharuan 
hukum Islam sarana ini digalakkan. 
13) Irtijab Akhalf ad-Dararain 
Dalam pembaharuan hukum Islam kaidah ini sangant tepat dan efektif untuk 
pemecahan masalah baru. Umpamanya perang di bulan muharram hukumnya haram, 
tetapi karena pihak musuh menyerang,maka boleh dibalas dengan berdasarkan kaidah 
tersebut,karena serangan musuh dapat menggangu eksistensi agama Islam. 
14) Keputusan Waliyy al-Amr 
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Atau disebut juga ulil amri yaitu semua pemerintah atau penguasa,mulai dari 
tingkat yang rendah sampai yang paling tinggi. Segala peraturan Perundang-
undangan wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan agama. Hukum yang tidak 
dilarang dan tidak diperintahakn hukumnya mubah. Contohnya,pemerintah atas dasar 
masalih mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil pertanian harus melalui 
koperasi dengan tujuan agar petani terhindar dari tipu muslihat lintah darat. 
15) Memfiqhkan Hukum Qath‟i 
Kebenaran qath‟i bersifat absolut. Sedangkan kebenaran fiqh relatif.menurut 
para fuqaha, tidak ada ijtihad terhadap nash qat‟i (nash yang tidak dapat diganggu 
gugat). Tetapi kalau demikian halnya, maka hukum Islam menjadi kaku. Sedangkan 
kita perpegang pada motto: al-Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-
ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman.untk menghadapi masalah ini qat‟i 
diklasifikasikan menjadi: Qath‟i fi jami‟ al-ahwal dan Qath‟i fii ba‟d al-ahwal. Pada 
qath‟i fi al-ahwal tidak berlaku ijtihad,sedangkan pada qath‟i fii ba‟d al-ahwal ijtihad 
dapat diberlakukan.tidak semua hukum qath‟i dari segi penerapannya (tatbiq) berlaku 
pada semua zaman. 
D. Sistem Pengalihan Harta dalam Hukum Islam 
1. Kewarisan 
a. Pengertian Hukum Kewarisan 
Warisan merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, warisan diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan, seperti nama 
baik, harta dan harta pusaka. Sedangkan warisan dalam bahasa Arab yang akar 
katanya terdiri huruf و-ر- ث  bermakna pusaka atau warisan yaitu sesuatu yang 
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menjadi milik seseorang atau kelompok kemudian menjadi milik  orang lain karena 
keturunan atau sebab lain. 
14
 
Harta warisan yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah harta 
peninggalan pewaris setelah dilakukan beberapa kewajiban yang berkaitan sebelum 
dibagikan kepada ahli warisnya. Beberapa kewajiban yang berkaitan dengan harta 
peninggalan yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan sebelum menjadikan 
harta tersebut sebagai harta warisan, yaitu didahului dengan menyelesaikan biaya 
pengurusan jenazah mulai dari perawatan/pengobatan sampai penyelenggaraan 
jenazah pewaris, membayarkan utang-utang pewaris, serta menunaikan wasiat 
pewaris manakala dia meninggalkan wasiat yang berkenaan dengan harta bendanya.
15
 
Aturan tentang kewarisan telah diatur dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Selain itu, 
di Indonesia telah terdapat kompilasi peraturan hukum Islam yang menjadi fiqh di 
Indonesia yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.  Kompilasi Hukum Islam 
dikaji dari Al-Qur‟an, hadis, dan kumpulan kitab fiqh. 
Dalam Al-Qur‟an, yang menjadi dasar hukum kewarisan adalah Q.S An-
Nisa‟/4: 7 yang berbunyi: 
                           
                     
Terjemahnya:  
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 Abdul Gaffar , Hibah dalam Perspektif Hadis Nabi: Kajian Tematik terhadap Alternatif 
Pembagian Harta (Samata: Alauddin University Press, 2013), h. 72-73. 
15
 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 90-96. 
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Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan. 
16
 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bukan hanya laki-laki yang mendapatkan 
bagian dari harta warisan tetapi juga pihak perempuan. Akan tetapi, ada perbedaan 
pembagian yang diberikan hukum Islam terhadap laki-laki dan perempuan dimana 
telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa‟/4: 11 yakni:  
                              
                            
                           
                          
                            
      
Terjemahnya:  
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 116. 
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ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 
17
 
b. Syarat-Syarat Pewarisan 
Menurut Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 171 huruf (a) menerangkan bahwa: a) hukum kewarisan adalah hukum 
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing.
18
 
Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi syarat-syarat 
kewarisan adalah sebagai berikut:  
a) Harus ada pewaris (muwarits), seseorang yang telah meninggal dunia dan 
meninggalkan harta peninggalan (tirkah), adalah merupakan conditiosine quo non 
(syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang 
meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupsksn kekayaan belumlah 
timbul masalah kewarisan. 
b) Harus ada mauruts atau tirkah: ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak 
kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai atau 
kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris Dengan catatan 
bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar 
utang tersebut. 
c) Harus ada ahli waris (warits), yaitu orang yang akan menerima harta  peninggalan  
pewaris. 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 116. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press, 2014), h. 382. 
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c. Sebab-sebab menerima warisan 
Di kalangan para ulama sebab–sebab menerima warisan masih terdapat 
beberapa kontroversi seputar jumlah penyebab munculnya hak mewaris. Akan tetapi 
secara umum ada 3 (tiga) yang disepakati oleh para ulama,yaitu: 
a) Hubungan Kekerabatan (al-qarabah) 
Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi 
adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan 
merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi 
yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan 
kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat yang dekat 
hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi 
(meng-hijab) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si terjihab. Yang 
pertama, atau hanya sekedar mengurangi bagian di terhijab. Yang pertama, 
seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang 
menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti 
suami, sedianya menerima bagian ½, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang 
bagiannya menjadi ¼.  Firman Allah swt., dalam Q.S Al-Anfaal/8: 74.  
                            
       
Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan 
berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). 
Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal: 
75).
19
 
b) Hubungan Perkawinan (al-musaharah) 
Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi 
antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik 
secara agama maupun administratif. Tentang syarat administrarif ini, masih terdapat 
perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak 
dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, 
memberi kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya 
perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuan agama. Firman Allah swt., dalam 
Q.S An-Nisa‟/4:12. 
                       
                     … 
 
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar 
utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 
jika kamu tidak mempunyai anak. 
20
 
c) Hubungan karena sebab al-wala‟ 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 274. 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 117. 
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Al-wala‟ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba 
sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya 
jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala‟ yang pertama 
disebut dengan wala‟ al‟ataqah atau „usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala‟ 
al-muwalah, yaitu wala‟ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong 
dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan 
hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu‟tiq, jika perempuan mu‟tiqah. Wali penolong 
disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.
21
 
d. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya di antara salah satu faktor-faktor yang 
dapat waris-mewarisi adalah ahli waris. Ahli waris yaitu orang yang mempunyai 
hubungan dengan orang yang meninggal dunia, dan berhak menerima bagian dari 
warisan. Mengenai berapa besar ketentuan bagiarmya sudah ditetapkan dalam Al-
Quran, antara lain:
22
 
1) Yang Mendapat Seperdua (1/2) 
a. Anak perempuan tunggal  
b.  Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki (diqiyaskan kepada anak 
perempuan). 
c. Saudara perempuan:  
1. Saudara perempuan tunggal yang sekandung. 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Waris Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h.34-
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 Ikin Sadikin, Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris (Bandung, Armico, 1982), h. 72. 
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2. Saudara perempuan tunggal yang sebapak, apabila saudara perempuan 
yang sekandung tidak ada.  
d. Suami (duda) mendapat seperdua (setengah) apabila isterinya tidak 
mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki.  
2) Yang Mendapat Seperempat (1/4) 
a. Suami, apabila isterinya ada dan terdapat anak atau cucu dari anak laki-laki.  
b. Isteri (seorang atau lebih), apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu 
dari anak laki-laki.  
3) Yang Mendapat Seperdelapan (1/8) 
Isteri (seorang atau lebih), apabila suaminya mempunyai anak atau cucu dari 
anak laki-laki.  
4) Yang Mendapat Dua Pertiga (2/3)  
a. Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.  
b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak 
perempuan tidak ada (diqiyaskan kepada anak perempuan). 
c. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebapak (sekandung).  
5) Yang Mendapat Sepertiga   
a. Ibu, apabila anak yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu (dari laki-
laki) atau dia tidak mempunyai saudara (laki-laki atau perempuan) yang 
sebapak atau seibu (sekandung).  
b. Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) yang seibu.  
6) Yang Mendapat Seperenam 
a. Ibu, apabila anaknya meningal itu tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki) 
atau saudara (laki-laki dan perempuan) yang sebapak dan seibu (sekandung).  
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b. Bapak, apabila anaknya yang meninggal mempunyai anak atau cucu (laki-laki 
atau perempuan) dari anak laki-laki. 
c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), apabila ibu tidak ada. 
d. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki, apabila orang yang 
meninggal mempunyai anak tunggal, akan tetapi apabila anak perempuarmya 
lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat apa-apa.  
e. Kakek (datuk), apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu 
(dari anak laki-laki) sedang bapaknya tidak ada.  
f. Saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu.  
g. Saudara perempuan yang sebapak (seorang atau lebih), apabila saudaranya 
yang meninggal mempunyai seorang saudara. 
2. Hibah 
Kompilasi Hukum Islam telah mengemukakan pengertian hibah dalam Pasal 
171 huruf g yang menyatakan bahwa: “ hibah adalah pemberian suatu benda secara 
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki”. 23 
Secara bahasa, hibah diartikan sebagai pemberian (athiyah), sedangkan 
menurut istilah hibah yaitu: 
ا َ دٍْيَْع ِفِ ٌقَلْط ُ ٌزِج ْ ُ ٌكْيِْلَتَ َلىَلْعَْلَا َن ِ ْوَلَو دٍضَوِع َلا ِِةاََيْلْا 
Artinya: 
Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup 
tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.
24
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, h. 382. 
24
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Edisi I (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 210. 
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Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah penyerahan hak 
milik dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan semasa hidup 
dan tanpa mengharapakan adanya timbal balik atau imbalan.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Pasal 210-214 telah dijelaskan 
secara terperinci tentang hibah. Adapun syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut:
25
 
a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah)  
1. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta 
yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil 
orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang 
lain.  
2. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan 
dengan pengadilan mengenai harta tersebut.  
3. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu 
harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.  
4. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah 
disyratkan kerelaan dalam kebebasan.  
5. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam 
melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau 
keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila 
ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, 
tentu saja setelah memikirkan dengan matang. 
                                                          
25
 Departemen Agama Republik Indonesia, Ilmu Fiqih, Jilid III (Jakarta Proyek Pembinaan 
Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), h. 201-203.  
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan 
pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. 
b. Syarat bagi Penerima Hibah 
1. Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang 
lahir menerima hibah.  
2. Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak 
sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang 
bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.  
c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan:  
1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah 
dilaksanakan. 
2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh 
ajaran Islam.  
3. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang 
tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu 
menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian 
dan tempatnya.  
4. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu 
perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan 
sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik penghibah, sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1). 
d. Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul 
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Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada 
persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, 
maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung 
arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di 
hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1). 
3. Wasiat 
Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam Al-Qur‟an 
sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kerja, wasiat disebut 14 kali , dan adalam benuk kata 
benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat disebut sebanyak 25 kali. 
26
 
Menurut ketentuan hukum Islam,bahwa bagi seseorang yang merasa telah 
dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka 
diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian 
juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat 
memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak 
cukup untuk keperluan mereka. Ketentuan mengenai wasiat ini terdapat dalam Q.S. 
Al Baqarah/2: 180. 
                            
                
Terjemahnya:  
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Semarang: Rajawali Pers, 2013), h. 353. 
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bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa.
27
 
Dengan demikian, sekilas wasiat tidak jauh berbeda dengan hibah dari segi 
pemberian, karena wasiat tidak hanya terkait dengan harta benda, akan tetapi juga 
terkait dengan yang lain, meskipun pada kenyataannya lebih banyak terkait dengan 
harta benda. Hanya saja kepemilikan terhadap harta yang diwasiatkan baru bisa 
dilaksanakan setelah kematian orang yang berwasiat. Hal tersebut berbeda dengan 
hibah yang kepemilikannya langsung terlaksana sejak pemberian.
28
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 menyebutkan bahwa:
29
 
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa 
adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga. 
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.  
Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi rukun wasiat 
yaitu orang yang berwasiat, orang atau lembaga penerima wasiat dan harta benda 
yang diwasiatkan. 
Ibn Rusyd dan al-Juzairy telah mengemukakan pendapat ulama secara 
muqaranah (komparatif) sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq. Ada empat 
rukun wasiat:
30
  
                                                          
27
 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 44. 
28
 Abdul Gaffar, Hibah dalam Perspektif Hadis Nabi: Kajian Tematik terhadap Alternatif 
Pembagian Harta, h. 64. 
29
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, h. 388. 
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1) Al-mushi (orang yang berwasiat). 
Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang 
memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Namun mereka 
berbeda dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan 
kepemilikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri membatasi orang yang 
dapat berwasiat terbatas pada usia 21 tahun berdasarkan Pasal 194 yang telah 
dijelaskan di atas.  
2) Al-musha lahu (orang yang menerima wasiat). 
Al-Juzairy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq menjelaskan 
bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, 
dari secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak 
atau benda.  
3) Al-musha bihi (barang yang diwasiatkan) 
Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau 
manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif. Para 
ulama sepakat dalam maslah tersebut. Namun mereka berbeda dalam wasiat yang 
berupa manfaat suatu benda , sementara bendanya itu sendiri tetap menjadi milik 
pemiliknya atau keluarganya. Fuqaha‟ Amshar membolehkan, sementara Ibn Abi 
Laila dan Ibn Syubramah serta Ahl Dhahir membatalkan wasiat yang hanya 
berupa manfaat suatu benda. 
4) Sighat (redaksi) wasiat. 
Ibn Rusyd mengatakan bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan 
redaksi (sighat) yang jelas atau sharih dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 361-366. 
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dengan kata-kata samara (ghairu sharih). Ini dapat ditempuh karena wasiat 
berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis dan tidak 
memerlukan jawaban (qabul) penerimaan secara langsung.  Sementara hibah 
memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis. 
E. Sistem Kewarisan Adat Bugis 
Dalam masyarakat suku bugis, hukum waris yang berlaku adalah hukum 
waris menurut Islam dan hukum waris berdasarkan adat. Hukum Waris Islam 
dilaksanakan ketika orang tua telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah 
hartanya yang akan di bagikan kepada ahli warisnya. Namun, masyarakat suku bugis 
juga memberlakukan hukum waris adat. Dimana pembagian warisan dilakukan ketika 
pewaris masih hidup. 
Masyarakat Bugis  merupakan masyarakat yang sangat memegang teguh nilai-
nilai dan aturan peninggalan leluhur. Mereka mempunyai corak dan karaktesistik 
yang khas, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat (berdasarkan BW). 
Berkaitan dengan pewarisan ini, dalam masyarakat Bugis secara turun temurun telah 
menerapkan aturan dan nilai yang diwariskan leluhur. 
Masyarakat Bugis menganggap bahwa menjalankan aturan leluhur adalah 
suatu kewajiban bagi mereka. Untuk memahami hal ini perlu diperhatikan mengenai 
pandangan masyarakat Bugis tentang hukum leluhur (ade‟).Ade‟ini menunjukkan 
tentang pribadi budaya yang hidup dalam masyarakat Bugis. 
Pengertian ade‟ ini dapat ditemui dari berbagi manuskrip yang berisi petuah 
yang menjadi pedoman bertindak masyarakat Bugis generasi lampau. Salah satu 
41 
 
 
 
rumusan ade‟ dapat dilihat dari petuah La Tenribali, Raja Cinnobi yang kemudian 
menjadi batara Wajo pertama (sekitar tahun 1436-1456) yang menyatakan: 
“Naia ri winru e ade‟, mapaccingnge na macinnong mariti‟ kiti‟na malempu na 
madeceng ma‟lebbang, na padamolai mappaolangi, na riakkitangi ri Dewata 
Sewae.” 
Yang artinya kurang lebih seperti berikut: 
“Adapun yang harus dibuat “ade” ialah aturan yang bersih jernih dan berkilau, 
dan berlaku luas dengan baik, dan kita sama jalani (taati) dan disuruh taati, serta 
kita persaksikan ke hadapan Dewata Yang Esa”.31 
Untuk masyarakat Bugis jaman dulu tidak ada tujuan yang lebih tinggi dan 
terhormat dibanding menegakkan ade‟ sebagai aturan dalam kehidupaan sehari-
harinya. Ade‟ memiliki posisi yang sakral dan penting dalam setiap pangambilan 
tindakan baik yang berhubungan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun 
dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. 
Berkaitan dengan sistem pewarisan dalam masyarakat Bugis, secara umum 
tidak terlalu berbeda dengan sistem pewarisan adat pada daerah lain di Indonesia, 
khususnya yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral. Masyarakat 
Bugis yang juga menganut kekerabatan parental dalam hal kewarisan menyandarkan 
proses dan praktik pembagian warisannya menurut pesan-pesan yang telah 
ditinggalkan oleh leluhur. Hal ini tertuang dalam dalam manuskrip Bugis kuno, 
antara lain sebagai berikut: 
“Naia riasengnge tessiala mana‟, temmakullei riacinnai reso lumu‟na to 
matoammu.“ 32 
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 Andi Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia 
Luar (Bandung: Alumni, 1983), h.122. 
32
 Andi Zainal Abidin, Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi 
Selatan dari Lontara (Bandung: Alumni, 1985), h. 80. 
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Maksud dari pesan di atas adalah anak sebagai calon ahli waris dari orang 
tuanya tidak boleh mempunyai perasaan ingin memiliki harta yang dihasilkan orang 
tuanya, semuanya harus diserahkan kepada keputusan orang tua apa akan 
memberikan warisannya atau tidak. Hal ini didasarkan pada dasar didikan anak-anak 
Bugis jaman dulu yang menyatakan resopa temmangingngi‟ na malomo naletei 
fammase‟ Dewata (kerja keras tak kenal menyerah baru dapat mudah mendapat 
rahmat Dewata). Inilah yang melandasi sehingga seseorang tidak boleh 
menggantungkan hidupnya hanya pada warisan orang tuanya tapi dengan melakukan 
kerja keras untuk mendapat penghasilan sendiri. 
Berdasarkan pesan di atas, istilah warisan dalam bahasa Bugis disebut sebagai 
mana‟. Mana‟ ini dapat berupa harta benda maupun harta pusaka.Mana‟ dapat 
bersumber dari dua belah pihak baik pihak bapak maupun pihak ibu. 
Mana‟ sebagai bentuk warisan dalam masyarakat Bugis dalam pembagiannya 
didasarkan pada keinginan orang tua, tidak ada aturan yang mengikat seberapa besar 
bagian masing-masing ahli waris (tergantung cenning ati atau esse bebbua tomatua, 
diartikan bahwa tergantung pada keikhlasan hati dan rasa kasihan dari orang tua). 
Walaupun begitu dalam pembagian mana‟ biasanya orang tua tetap memperhatikan 
pembagian yang baik dan merata dari hasil kesepakatan bersama dalam keluarga yang 
disebut ade‟ assituruseng sebagaimana dijabarkan berikut: 
“Ade‟ assituruseng (adat berdasarkan persetujuan bersama), yang dilukiskan 
sebagai berikut: adapun yang kita buat ade‟ ialah apa yang kita sepakati 
bersama yang tak diubah, kebulatan kita yang tak terbelah, kesepakatan kita 
yang diteruskan, kehendak bersama kita yang tak dirusak, janji kita yang tak 
ditinggalkan, agar kita bersama dalam kebaikan dan suci menjalaninya dan 
suruh menjalaninya pada orang lain serta kita persaksikan kepada Dewata Yang 
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Esa. Hal-hal yang suci telah kita sepakati bersama, untuk menyebutnya jalan 
yang lurus, kebaikan yang merata.”33 
Selain mana‟, masyarakat Bugis juga mengenal istilah pabbere yang dalam 
Islam disebut hibah. Dalam pepatah Bugis dikenal pepatah “Luka manaa telluka 
pabbere” yang artinya warisan dapat ditarik kembali, tapi pemberian sekali diberikan 
tidak dapat ditarik lagi.
34
 
Selain pabbere, masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Wajo mengenal 
istilah pasẽng (wasiat). Wasiat dianggap sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan 
karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat nantinya. Oleh karena itu, setiap 
pepatah raja-raja di Wajo yang terdapat kata pasẽng harus diikuti dengan  kata 
nasa‟bi‟Dewata Seuwa‟e (Dewata yang menjadi saksi) seperti dalam sebuah wasiat 
yang dikatakan oleh Arung Saotanre‟. 
“Madecenni mupasengeng ana‟mu eppomu, upasengettoi ana‟ku eppoku, 
atempe'dingenna Arung Saotanre riala arung mataesso nasa‟bi Dewata 
Seuwa‟e.”35 
Maksudnya bahwa “Alangkah lebih baiknya jika kamu wasiatkan kepada anak 
cucumu, saya pun mewasiatkan kepada anak cucuku, tidak boleh Arung Saotere 
diangkat menjadi Raja Matahari dan Dewata menjadi saksi. 
Namun, dewasa ini masyarakat Bugis telah banyak dipengaruhi oleh budaya-
budaya dari luar, terutama dengan masuknya unsur dan nilai agama dalam kehidupan 
keseharian masyarakat. Nilai-nilai adat telah berbaur dengan pengaruh agama. Tapi 
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 Andi Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia 
Luar, h.125. 
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 Mahyuddin. “Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam 
Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng.” Thesis, Makassar : Program Pasca Sarjana Universitas 
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 Andi Zainal Abidin, Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi 
Selatan dari Lontara (Bandung: Alumni, 1985), h. 145. 
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masih ada nilai yang tetap bertahan dan masih digunakan masyarakat.dalam 
kehidupannya yang mana salah satunya adalah dalam praktik pengalihan harta 
kekayaan. 
F. Konsep Dasar tentang Ampikale 
Dalam masyarakat Bugis, dikenal beberapa macam cara peralihan harta di 
antaranya terdapat istilah pabbere, manaa, dan pasẽng. Pabbere dapat diistilahkan 
sebagai hibah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain. Adapun manaa disebut 
sebagai warisan yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah 
pewaris meninggal dunia. Adapula yang disebut dengan pasẽng yang dapat diartikan 
sebagai wasiat seseorang kepada orang lain. 
Di samping ketiga cara pengalihan harta yang disebutkan di atas, adapula 
yang disebut dengan istilah ampikale. Ampikale  ini berasal dari dua kata yaitu ampi 
dan kale. Jika disatukan dapat diartikan sebagai bentuk penjagaan diri seseorang yang 
diartikan sebagai penjaga diri yang berupa harta yang disisakan untuk kepentingan 
masa tuanya dan biaya setelah meninggalnya.  
Jadi dapat dikatakan bahwa ampikale adalah salah satu hukum adat Bugis, 
yang berarti pemberian satu barang/harta milik Pewaris sewaktu masih hidup kepada 
orang yang memelihara, merawat dan menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam 
keadaan tua/sakit sampai meninggal sebagai balas jasa, dan pelimpahan.harta tersebut 
dilaksanakan setelah Pewaris meninggal dunia.
36
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 “Putusan Nomor 184/Pdt .G/ 2014 /PA Wsp”, Direktori Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/6a0bfc6eb2bc8f9a41 
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Apabila dikaitkan dengan peralihan harta, ampikale ini dapat dimaknakan 
sebagai bagian harta yang sengaja dipisahkan dari budel warisan yang dimaksudkan 
sebagai harta bekal dari si pemilik harta yang akan digunakan untuk keperluan 
dirinya di hari tuanya dan sebagai bentuk penjagaan atau antisipasi biaya setelah 
meninggalnya.
37
 
Jadi ampikale pada dasarnya bukan merupakan proses atau bagian dari 
warisan. Hanya saja, ampikale ini biasa disisihkan pada saat pembagian warisan. 
Maksudnya bahwa apabila orang tua membagi-bagikan harta kepada anaknya, ia akan 
menyisakan sebagian hartanya untuk diri sendiri sebagai penjagaan diri (ampikale). 
Hal ini dimaksudkan agar apabila ia sakit atau meninggal, sudah ada harta yang 
dipersiapkan untuk memenuhi biaya sakit dan kematiannya tanpa mengambil lagi 
harta dari anak-anaknya atau ahli waris lain.  
Ampikale juga sering disebut dengan istilah pampobo to matua (pemelihara 
orang tua) yang diibaratkan sebagai manaa (warisan) yang diberikan orang tua 
kepada dirinya sendiri sebagai jaminan masa tua untuk biaya hidup, biaya perobatan 
jika sakit, dan biaya lainnya yang dikeluarkan setelah meninggalnya.
38
 
Dikatakan sebagai bentuk peralihan harta karena ampikale ini juga akan 
beralih kepada pihak lain jika si pemilik harta yang biasanya adalah orang tua telah 
meninggal dunia. Ampikale ini beralih kepada orang lain jika orang lain tersebut 
menggunakan biaya dan tenaganya sendiri untuk mengurus si orang tua tanpa 
menjual harta ampikale yang telah ditetapkan.  
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 Mahyuddin. “Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam 
Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng.” Thesis. 
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 Mahyuddin. “Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam 
Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng.” Thesis. 
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Penentuan ampikale ini tidak mensyaratkan pihak tertentu saja yang dapat 
menerimanya, misalnya hanya ahli waris yang dapat menerima ampikale. Ampikale 
ini bisa diterima oleh siapa saja baik oleh ahli waris, sanak keluarga, ataupun bahkan 
orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang yang menetapkan 
ampikale. Yang diisyaratkan dalam penerimaan ampikale ini yaitu bahwa orang 
tersebut benar-benar merupakan orang yang merawat, menemani, membantu 
pengobatan ketika sakit, mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenasah dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan setelah meninggalnya orang yang menetapkan ampikale. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang 
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 
dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
1
 Dengan metode 
deskriptif analisis, penelitian ini akan mendeskripsikan konsep adat Ampikale dari 
sudut pandang hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian kualitatif akan 
dilengkapi dengan studi lapangan untuk mendapatkan informasi dari beberapa 
responden dan studi pustaka pada deskriptif analisis.  
Studi pustaka dilakukan untuk menggali berbagai informasi dari buku-buku 
yang berkenaan dan menunjang dengan adat yang diteliti atau untuk mengetahui 
teori-teori tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat yang telah ada sehingga 
berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut suatu masalah dapat dianalisa.  
Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mencari informasi mengenai objek 
yang diteliti, hanya saja cara ini dilakukan melalui observasi, studi pustaka, 
wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan studi lapangan ini perlu 
dipertimbangkan relevansi antara teknik pengumpulan data yang digunakan, 
instrumen yang dipakai, sumber data tempat informasi diperoleh, sifat data yang 
dicari dan tujuan yang hendak dicapai. 
 
                                                          
1
 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010), 
h. 9.  
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F. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan 
metode deskriptif analisis, yakni menganalisa data yang diperoleh dari responden 
berupa data dan informasi tentang adat ampikale.  
Penelitian ini akan dilakukan di salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo 
yakni Kecamatan Pammana khususnya di desa-desa yang masih kuat hukum adatnya. 
G. Pendekatan Penelitian 
Metode Pendekatan yang dipakai adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, 
yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang 
riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.
2
 Penelitian ini disamping 
menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan dengan melihat pandangan hukum 
Islam terhadap Adat Ampikale juga melihat kenyataan dilapangan, khususnya dalam 
pelaksanaan Adat Ampikale dan penyelesaian harta ampikale yang menjadi objek 
sengketa di Pengadilan Agama Sengkang. 
H. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana 
data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1984), h.51. 
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merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 
maupun lisan.
3
 
Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan teknik penarikan 
sampel purposive. Purposive sampling maksudnya bahwa, peneliti memilih informan 
menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik 
penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab 
masalah penelitian. 
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang pernah melakukan adat ampikale baik 
memberi maupun menerima harta ampikale atau orang yang mengetahui pelaksanaan 
ampikale. Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo terdapat 13 Desa dan 2 
Kelurahan.  Penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 
masyarakat dan juga wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pammana serta 
hakim-hakim di Pengadilan Agama Sengkang untuk mengetahui pelaksanaan adat 
ampikale dan penyelesaian perkara yang menyangkut adat ampikale.  
Penentuan jumlah sampel di setiap Desa/Kelurahan tidak ditetapkan dalam 
penelitian ini. Hal ini disebabkan karena jenis penelitian penulis adalah penelitian 
kualitatif sehingga tidak perlu menggambarkan karakteristik populasi atau menarik 
generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus 
kepada representasi terhadap fenomena sosial sehingga prosedur sampling yang 
terpenting adalah bagaimana menemukan informan kunci yang mengetahui fokus 
penelitian. Dengan demikian, bila tidak ditemukan lagi variasi informasi,maka proses 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), h. 130.  
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pengumpulan informasi dianggap telah selesai dan tidak perlu lagi mencari informan 
baru.
4
 Akan tetapi, untuk mencegah agar informasi yang di dapatkan tidak terbatas 
pada sekolompok individu saja yang dapat menyebabkan hasil penelitian diragukan 
keabsahannya,maka peneliti akan membatasi jumlah sampel yaitu minimal 5 orang. 
I. Metode Pengumpulan Data  
Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
menggunakan tiga teknik, yaitu:  
1) Studi Pustaka  
Dalam studi pustaka, penulis mencari data mengenai adat ampikale 
dalam hukum adat bugis melalui wawancara, tulisan-tulisan atau catatan-
catatan adat dan kebudayaan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Selain 
itu, penulis juga akan mencari sumber dari berbagai buku, jurnal, maupun 
artikel yang membahas tentang keterkaitan antara hukum Islam dan hukum 
adat.  
2) Wawancara  
Wawancara adalah pengambilan data untuk untuk mendapatkan 
informasi dan data dari responden. Penulis berusaha memperoleh informasi 
tentang adat ampikale dan segala permasalahannya melalui wawancara 
langsung dengan masyarakat yang mengetahui atau pernah mempersiapkan 
harta ampikale. 
3) Dokumentasi  
                                                          
4
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Surabaya: Rajawali press, 2003), h. 53. 
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Dokumentasi bertujuan untuk untuk mengumpulkan data-data yang 
berkaitan dengan adat ampikale baik data dari masyarakat berupa bentuk surat 
wasiat maupun data dari KUA dan Pengadilan Agama tentang harta ampikale 
yang diperkarakan untuk memperkuat hasil wawancara yang diperoleh selama 
penelitian.  
J. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Setelah data terkumpul melalui metode atau teknik mengumpulkan data 
seperti yang dikemukakan sebelumnya maka analisis data dilakukan dengan tahap:  
1) Reduksi Data  
Reduksi data dilakukan dengan menyimpulkan atau menyederhanakan 
hasil penelitian baik berupa data maupun hasil wawancara menjadi satuan-
satuan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. 
2) Penyajian Data  
Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan semua data yang 
diperoleh menjadi bentuk yang lebih utuh, misalnya dengan membuat suatu 
sketsa atau synopsis. Hal ini akan sangat membantu dalam proses penarikan 
kesimpulan.  
3) Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan verifikasi data dan informasi 
yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan awal merupakan kesimpulan 
umum  kemudian semakin rinci dan khusus. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT AMPIKALE DALAM 
TRADISI MASYARAKAT BUGIS 
A. Gambaran Umum Kecamatan Pammana 
4. Sejarah Kecamatan Pammana 
Pammana adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Ibukota kecamatan ini berada di Kelurahan Cina yaitu Maroanging.
1
 
Menurut keterangan Andi Taqwa, Sekretaris  Camat Pammana bahwa Pammana 
berasal dari kata Pa‟ manaa/Pammanareng yang berarti warisan.2 Kerajaan Pammana 
merupakan kerajan tertua yang ada di Kabupaten Wajo. Pembentukan kerajaan-
kerajaan dahulu tidak dilakukan oleh orang-orang dari luar yang berhasil menanam 
kekuasaan, tetapi dilakukan dengan sadar dari dalam.
3
 Asal mula Kerajaan Pammana 
sebelum menjadi Kerajaan Pammana di kenal dengan nama Kerajaan Cina. 
Menurut Ketua Adat Pammana, Andi Kadir menyebutkan bahwa sebelum 
pergantian nama Kerajaan Cina beralih menjadi Kerajaan Pammana, masih banyak 
kisah cerita awal terbentuknya kerajaan itu. Mulai dari proses Kedatuan Cina pertama 
hingga sekarang ini ceritanya perlu dilestarikan. Cerita sejarah menyebutkan bahwa 
                                                          
1
 “Pammana, Wajo”, Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pammana,_ 
Wajo (14 Februari 2017). 
2
 Andi Taqwa, ST. M.Si, Sekretaris Camat Pammana, wawancara oleh penulis di Kantor 
Kecamatan Pammana, 23 Maret 2017. 
3
 Andi Zainal Abidin, Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi 
Selatan dari Lontara (Bandung: Alumni, 1985), h.397. 
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di daerah Kedatuan Cina, Raja pertamanya dikenal Lasattung Pogi punya 
Langkanang di Gunung Latimojong dan diistilah Mallangkanae di Latimojong.
4
 
Pasa saat itu, Lasattung Pogi turun berlayar dan melihat daratan. Dan di 
daratan itu dirinya berinisiatif untuk tinggal dan membangun sebuah kerajaan Cina. 
Setelah diangkat menjadi Raja Cina beliau memperistrikan We Tenriabeng saudara 
Datu Sengngeng. Dari hasil pernikahannya itu, lahirlah anaknya yang diberi nama 
Wecudai Daeng Risompa. Inilah anaknya dipinang oleh Sawerigading Opunna Ware 
dari Kerajaan Luwu, perkawinannya itupun melalui proses panjang. Kerajaan Cina 
pertama juga pada masa itu mengalami tiga kali pergantian raja, ketiga rajanya itu 
yakni, Lasattung Pogi, Wecudai Daeng Risompa, Lagaligo, dan Raja Lagaligo 
merupakan raja terakhir masa Lagaligo 
Pada proses kedua, Kedatuan Cina ada istilah Manurung. Manurung pertama 
adalah Simpurusiang dan itu menjadi Datu Cina pertama pada masa Lontara. Pada 
masa Lontara tercatat 21 pergantian Datu atau Raja yang memimpin. Setelah 
kekuasaan ke 21 raja pada masa Lontara berakhir.  
Pergantian Kerajaan Cina menjadi Kerajaan Pammana terjadi pada sekitar 
abad ke 15 M dan Kerajaan Cina di pimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana 
bernama Aji Sangaji Pammana.
5
 
Aji Sangaji Pammana tidak mempunyai keturunan sedangkan beliau sangat di 
junjung tinggi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, pada waktu mendekati ajalnya tuan 
kita raja di Cina mengumpulkan orang-orang Cina dan dipesannya sebagai berikut: “ 
                                                          
4
 Edi Prekendes, “ Asal Mula Kerajaan Cina Pammana”. Berita Wajo.  http://www.berita 
wajo.com/asal-mula-kerajaan-cina-pammana/5395/ (14 Februari 2017). 
5
 Edi Prekendes, “ Asal Mula Kerajaan Cina Pammana”. Berita Wajo.  http://www.berita 
wajo. com/asal-mula-kerajaan-cina-pammana/5395/ (14 Februari 2017). 
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Yang kupesankan kepada kalian orang-orang Cina, .bahwa aku telah mendekati ajal. 
Jikalau aku mati esok atau lusa, namakulah yang kalian gelari negeri kita. Sernoga 
ialah aku ambil sebagai penyambung jiwa setelah aku berlalu.“ 6  
Maka pada saat itu pula Cina di ganti menjadi Kerajaan Pammana di ambil 
dari nama belakang sang raja yaitu Aji Sangaji Pammana. kemudian rakyat meminta 
supaya Sang Raja memilih pengganti sendiri karna tidak adanya putra mahkota, maka 
raja meminta sepeninggalnya nanti ada Empat keponakannya yang layak 
menggantikan kedudukannya sebagai raja. Akhirnya terpilih We Tenrilallo Arung Liu 
menjadi raja pertama bergelar Datu Pammana .
7
 
Lontara‟ Sukku‟na Wajo (LSW), Lontara' kepunyaan Haji Andi' 
Sumange'rukka,bekas Datu Pattojo (LWHAS) dan Lontara' Wajo' kepunyaan Haji 
Andi' Mallanti' (LWHAM) mengakui  bahwa sebelum Pammana ditaklukkan, maka 
Wajolah yang mencontohi adat Pammana, karena Pammana dahulu pernah mengenal 
masa gemilang. M.Noer pernah menceritakan bahwa dahulu Pammana merupakan 
pusat pelajaran bàhasa Bugis dan adat istiadat Bugis, di mana setiap tahun orang-
orang Bugis dari berbagai daerah berguru. Andi Pangerang Opu To Sinale‟le‟ pernah 
mengungkapkan, bahwa sekalipun orang Pammana bersarung karoro', ia masih lebih 
mulia dari pada  orang lain yang bersarung sutera.
8
 
Penghargaan kepada Pammana yang dahulu bernama Cina itu mungkin ada 
hubungannya dengan kepercayaan orang-orang Bugis Makassar bahwa kerajaan itu 
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 Andi Zainal Abidin, Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi 
Selatan dari Lontara, h. 381. 
7
 Edi Prekendes, “ Asal Mula Kerajaan Cina Pammana”. Berita Wajo.  http://www.berita 
wajo.com/asal-mula-kerajaan-cina-pammana/5395/ (14 Februari 2017). 
8
 Andi Zainal Abidin, Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi 
Selatan dari Lontara , h. 420. 
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termasuk yang tertua sesudah Luwu', dan disana pernah.bersemayam Sawerigading,  
raja perkasa dari Luwu yang dipercayai merupakan nenek moyang bangsawan 
Sulawesi Selatan. 
5. Letak Geografis dan Kependudukan 
Pammana terdiri dari dua Kelurahan dan 14 desa yaitu Kelurahan Pammana, 
Kelurahan Cina, Desa Abbanuangnge, Desa Kampiri, Desa Lagosi, Desa Lampulung, 
Desa Lapaukke, Desa Lempa, Desa Pallawarukka, Desa Patila, Desa Simpursia, Desa 
Tadangpalie, Desa Tobatang, Desa Tonrong Tengnga, Desa Watampanua, dan Desa 
Wecudai. 
Kecamatan Pammana terletak pada posisi 3039‟-4016‟ Lintang Selatan dan 
119053‟-120027 Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Wajo, 
Propinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :  
 Sebelah Utara  : Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. 
 Sebelah Timur  : Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. 
 Sebelah Selatan  : Kabupaten Bone. 
 Sebelah Barat : Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. 
Luas Kecamatan Pammana 14991.25 Ha dengan pembagian luas wilayah 
menurut kelompok ketinggian yaitu :
9
 
 
No. Ketinggian Luas ( Ha ) 
1 100-500 m 22.92 
2 25-100  5811.29 
                                                          
9
 “Gambaran Umum Kabupaten Wajo”, PPSP Wajo, http://ppsp.nawasis.info/dokumen/ 
perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.wajo/BAB%20II%20PPSP%20KAB.%20WAJO.pdf  ( 05 Februari 
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3 7-25 m 7593.49 
4 Danau 212.80 
5 Rawa 1350.56 
Jumlah penduduk Kecamatan Pammana yakni 31.640 jiwa dengan jumlah KK 
8.794. Tingkat pertumbuhan di Kecamatan Pammana yaitu 1,31 % dengan kepadatan 
penduduk 195,19. 
6.  Sistem Kekerabatan 
Masyarakat bugis menganut sistem kekerabatan bilateral, dimana sistem ini 
mengambil garis keturunan dari kedua orang tua.Hal ini sudah menjadi tradisi dari 
nenek moyang mereka. Dalam penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah 
kementrian pendidikan dan kebudayaan 1979-1978, sistem kekerabatan Suku Bugis: 
a. Sistem kekerabatan bilateral 
Sistem kekerabatan pada orang bugis disebut asseajingeng. Perhubungan  
anak terhadap sanak kandung dari bapak adalah sama dengan perhubungan 
terhadap ibunya, garis keturunan berdasarkan ke dua orang tua. 
b. Istilah-istilah kekerabatan  
Semua orang yang diwakili oleh istilah-istilah kekerabatan menurut 
penelitan dan pencatatan kebudayaan daerah Sulawesi Selatan oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan disebut seajing. Petali-temali antara 
satu dengan lainnya disebut Asseajingeng terdiri dari:
10
 
1) Reppek mareppek ialah: 
a. Iyya, Saya (yang bersangkutan) 
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 Johan M. Nyompa, Sistem Kekerabatan dan Peranan Pranata Keluarga Dalam 
Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan 
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b. Indo‟ (ibu kandung iyya) 
c. Ambo‟ (ayah kandung iyya) 
d. Nene‟ (nenek kandung Iyya baik dari pihak ibu maupun dari ayah 
e. Lato‟ (kakek kandung Iyya baik dari ibu maupun dari ayah) 
f. Silisureng makkunrai (saudara kandung perempuan Iyya) 
g. Silisureng woroané (saudara laki-laki iyya) 
h. Ana‟ (anak kandung iyya) 
i. Anauré (keponakan kandung iyya) 
j. Amauré (paman kandung iyya) 
k. Eppo (cucu kandung iyya) 
l. Inauré/amauré makkunrai (bibi kandung iyya) 
2) Siteppang mareppe ialah: 
a. Baine atau indo‟ „ana‟na (istri iyya) 
b. Matua riale, (ibu/ayah kandung istri) 
c. Ipak anak urane, (saudara kandung laki-laki istri iyya) 
d. Ipak padakkunrai,(saudara kandung perempuan istri iyya) 
e. Baiseng, (ibu/ayah kandung dari istri/suami anak-anak kandung iyya) 
f. Menettu riale, (istri/suami anak-anak kandung iyya) 
Mereka adalah keluarga yang dianggap keluarga inti dari iyya. 
Siteppang/sompung bersama-sama dengan reppek mareppek disebut 
siajingriale (kerabat inti).  
B. Pelaksanaan Adat Ampikale pada Masyarakat di Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo 
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Sudah menjadi kebiasaan pada sebagian masyarakat di Kecamatan Pammana 
untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal dunia. Hal 
ini dilakukan agar suatu saat tidak terjadi konflik dan perselisihan antara ahli waris di 
dalam keluarganya ketika ia meninggal dunia. Akan tetapi, mereka biasanya tidak 
membagikan seluruh hartanya tetapi menyisakan sebagian sebagai ampikale bagi 
dirinya. Harta ampikale inilah yang kemudian akan dipergunakan untuk memenuhi 
kebutuhan si pemberi ampikale pada masa tuanya sampai meninggal dunia.
11
 
Orang yang menyisakan sebagian hartanya sebagai ampikale biasanya adalah 
orang tua yang tidak memiliki ahli waris (terutama anak dan isteri), orang yang isteri 
atau suaminya sudah meninggal (janda atau duda), atau orang yang memiliki anak 
atau ahli waris tetapi tidak ingin bergantung pada anak-anaknya.
12
 Karena pada 
dasarnya tujuan utama dari harta ampikale adalah untuk membiayai keperluan orang 
tua semasa tuanya sampai meninggal termasuk biaya pengurusan jenazah 
(pemakaman), selamatan (mattampung), termasuk pembayaran hutang sehingga di 
masa tuanya tidak merepotkan orang lain dari segi finansial. 
Jika pemilik ampikale di masa tuanya tidak merepotkan ahli waris atau orang 
lain karena tidak pernah sakit keras maka harta ampikale tersebut dibagi di antara ahli 
waris dengan jalan musyawarah keluarga atau melalui jalur hukum dengan 
mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.
13
 Adapun jika 
harta ampikale tersebut tidak terpakai karena ada ahli waris yang menanggung biaya 
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 Pasommengi, Masyarakat Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, wawancara oleh 
penulis di Lingkungan Sarasa, 24 Juli 2016. 
12
 Hj. Sitti, Masyarakat Kampong Telle,  Desa Simpursia, wawancara oleh penulis di 
Kampung Telle, 17 Agustus 2016. 
13
 Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, wawancara oleh penulis di 
Kantor Pengadilan Agama Sengkang, 19 Juli 2016. 
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pengobatan dan biaya pengurusan jenazah sampai biaya mattampung maka harta 
ampikale  tersebut menjadi milik orang yang membiayai pemilik ampikale tersebut.  
Akan tetapi, jika harta ampikale tersebut terpakai sebagian dan tidak habis 
setelah menyelesaikan biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang sementara 
pemilik ampikale sakit-sakitan dan ada ahli waris dan orang lain yang menjaganya 
selama masa sakitnya tersebut  maka harta itu menjadi milik ahli waris atau orang 
lain yang merawat pewaris selama hidupnya itu.
14
  
Pemberian harta ampikale kepada orang yang merawat dan memelihara si 
pemberi ampikale ini bukanlah merupakan warisan akan tetapi sebagai imbalan atas 
biaya dan tenaga yang telah dikeluarkannya selama merawat si pemberi ampikale 
tersebut. 
Ampikale bukan pula merupakan hibah maupun wasiat karena hibah dalam 
hukum Islam diberikan sebelum seseorang meninggal dunia dan harta tersebut 
berpindah kepemilikannya setelah pemberian tersebut dilakukan. Adapun ampikale 
tidak dapat dikategorikan sebagai wasiat, karena harta ampikale dapat diberikan 
kepada ahli waris maupun orang yang bukan ahli waris. Sedangkan wasiat dalam 
ketentuan hukum Islam , tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Hal ini sesuai 
dengan hadis Rasulullah saw: 
 دٍثِراَوِل  ََّي َِو َلا َ  َُّ  َ قٍّق َ ي ِ َّ  ُ ىَطْعَأ ْدَق  ََّللا َّن (  ئ اس ّلا هاور) 
Artinya: 
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 Hj. Ranreng, Masyarakat Bulu Patila, Desa Patila, wawancara oleh penulis di Bulu Patila, 
07 Agustus 2016. 
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“Sesungguhnya Allah swt., telah memberikan hak terhadap orang-orang yang 
mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Al -
Nasa‟iy).15 
Jadi menurut Wahbah Zuhaili dalam Al -Fiqh Al-Islam Waadillatuhu, ahli 
waris tidak bisa menambahkan sesuatu yang batil, tetapi jika ahli waris ingin 
meninggalkan wasiat dan harta mereka, maka mereka berhak untuk  meninggalkan 
wasiat dan mereka bisa memberikan bagian (upah) kepada orang yang mereka 
kehendaki.
16
 
Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, disebutkan juga di dalam  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 yakni:
17
 
1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 
dihadapan  dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. 
2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. 
3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 
4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di 
hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua saksi dihadapan 
Notaris. 
Dari apa yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195, maka 
bisa disimpulkan wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
bisa saja dilaksanakan selama telah ada izin dari ahli waris yang lain. 
Dalam masyarakat Kecamatan Pammana yang mayoritas penduduknya adalah 
petani dan peternak, maka bentuk harta yang biasanya dibagikan adalah tanah 
perumahan, sawah, kebun, ternak, dan rumah. Jika harta berupa tanah perumahan, 
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 Jalaluddin al Syuyuti, Syarh Sunan Nasa‟I  (Beirut: Dar al-Fikr), h. 262. 
16
 Ilham Ismail. “ Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum 
Islam Dengan Hukum Islam).” Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4510/1/ILHAM%20ISMAIL-FSH.pdf 
17
  Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Karya Gemilang, 
2007), h.196.  
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sawah, kebun, dan ternak maka dibagi sesuai kesepakatan dan menyisakan sebagian 
sawah sebagai harta ampikale. 
Jika seseorang tidak mempunyai harta berupa tanah, sawah atau kebun yang 
bisa dibagi, pada umumnya mereka mempunyai rumah tempat mereka tinggal. Maka 
harta satu-satunya yang dapat diberikan adalah rumah mereka. Pemberian harta 
berupa rumah tersebut tergantung dengan hasil kesepakatan para ahli waris. Akan 
tetapi, biasanya rumah tersebut akan diberikan kepada ana‟ malolo (anak bungsu) 
atau anak yang menemani orang tua dimasa tuanya karena telah membiayai hidupnya. 
Jika semua anak-anaknya sudah mapan dan sudah mempunyai rumah tempat 
tinggal sendiri, maka rumah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi sesuai 
kesepakatan bersama. Hasil dari penjualan tersebut akan disisakan sebagian untuk 
harta ampikale, sedangkan kepada siapa pemilik  ampikale akan ikut bertempat 
tinggal akan ditunjuk sendiri olehnya. Anak yang ditunjuk secara otomatis akan 
merawat orang tuanya dimasa tua dan memenuhi kewajibannya.
18
  
Jika harta ampikale tersebut  masih ada sisa setelah pemilik  ampikale 
meninggal maka akan menjadi hak milik orang yang merawat pemilik ampikale 
tersebut. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku tetap artinya dapat berubah sesuai 
situasi dan kondisi karena pada dasarnya sistem pengalihan harta secara adat di 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo bersifat elastis, dalam artian berpangkal pada 
kesepakatan keluarga. 
Dalam masyarakat Kecamatan Pammana sendiri mengenal beberapa sistem 
pengalihan harta kekayaan yaitu manaa (warisan), pabbere (hibah) dan pasẽng 
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 Hj.  Limi, Masyarakat Ulugalung, Desa Lempa, wawancara oleh penulis di Ulugalung,  20 
Juli 2016. 
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(wasiat). Selain itu, adapula yang disebut dengan ampikale yang sisanya akan 
diperuntukkan kepada seseorang yang merawat dan memelihara pemilik ampikale di 
masa tuanya sampai meninggal dunia. Adapun perbedaan antara ampikale, pabbere, 
dan pasẽng dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:19 
Tabel 1 
No Ampikale Pabbere Pasẽng 
1 Bukan merupakan 
bagian dari harta 
warisan; 
 
Pemaknaan awal bukan 
merupakan bentuk dari 
pewarisan; 
 
Ada yang digolongkan 
sebagai harta warisan; 
 
2 Tidak menunjuk pasti 
orang yang akan 
menerimanya; 
 
Sudah jelas orang/pihak 
yang akan menerimanya 
Sudah jelas orang/ 
pihak yang akan 
menerimanya; 
 
3 Baru beralih setelah 
meninggalnya pemilik 
harta; 
 
Beralih pada saat pabbere 
itu ditetapkan, khususnya 
dalam konteks penguasaan 
harta; 
 
Secara umum beralih 
pada saat 
meninggalnya 
pewaris; 
 
4 Bukan merupakan 
proses pewarisan; 
 
Ada yang bisa 
dikategorikan sebagai awal 
dari suatu pewarisan; 
 
Ada yang bisa 
dikategorikan sebagai 
awal dari suatu 
pewarisan; 
 
5 Tidak mensyaratkan 
hanya dapat diterima 
oleh ahli waris saja; 
 
Dalam konteks pewarisan 
hanya ahli waris yang 
dapat menerimanya; 
 
Dalam konteks 
pewarisan hanya ahli 
waris yang dapat 
menerimanya; 
 
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Ampikale 
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 Mahyuddin. “Pabbere Orang Tua kepada Anaknya menurut Hukum Adat Bugis dalam 
Praktiknya di Masyarakat Kabupaten Soppeng.” Thesis, Makassar : Program Pasca Sarjana Universitas 
Hasanuddin, 2014. 
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Sebelum mengetahui tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat 
ampikale, terlebih dahulu akan dibahas tentang adat dalam pandangan syariat. Hukum 
Islam menyebut adat sebagai Al-„urf. Menurut T.M. Hasbi Ash Shidiqie, Urf atau 
adat adalah salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini 
sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: Al adatu muhaksamat, artinya 
adat dapat dijadikan hukum.
20
 Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan 
hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah bukan ibadah. 
Hukum Islam bersifat terbuka terhadap unsur-unsur dari luar. Islam sendiri, 
sebagaimana ditunjukkan oleh Khalil Abdul Karim, mengakomodasi banyak warisan 
pra-Islam, baik dalam situs peribadatan, ketentuan hukum maupun teori politik. 
Menurut Hasyim Muzadi, kaidah   مك  ةااعلا   (adat istiadat berkekuatan hukum) 
memberi peluang pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum 
Islam. Ungkapan,    حل لَا د دلجا  دعلَا و لحاصلا يمد لا  ع  ظ  المحا                  
(memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik) juga 
menunjukkan keterbukaan hukum Islam. 
21
 
Untuk diakui dalam sistem hukum di Indonesia, adat harus dijadikan suatu 
hukum. Menurut Sobhi Muhmassani, agar dapat dijadikan hukum, suatu adat harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 
22
: 
1. Adat itu diterima oleh perasaan dan akal sehat dan diakui oleh masyarakat 
umum. 
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat. 
                                                          
20
 Mohd. Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 47. 
21
 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, h. 238. 
22
 Mohd. Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 48. 
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3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan. 
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak. 
5. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‟anul Karim dan Hadis Rasulullah 
saw., atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad saw., dari Jabir ibn Abdullah 
disebutkan bahwa: 
 ْنَأ ِْيَْغ ْن ِ ُهَدْعبَ  َاِبِ  َِمَع ْن َ ُرْجَأَو ا َُرْجَأ  َُلبَ   لاً  ََس َ لاً َّ ُس ِمَلاْسِلإْا فِ َّنَس ْن َ
 ُر ِْوَو ا َُر ِْو  ِْيَلَع َنا َ لاً َئِّيَس لاً َّ ُس ِمَلاْسِلإْا فِ َّنَس ْن ََو ٌءْيَش ْم ِِرْوُجُأ ْن ِ َص ُْبَ بَ 
 ٌءْيَش ْم ِِرَا ْوَأ ْن ِ َص ُْبَ بَ  ْنَأ ِْيَْغ ْن ِ ِهِدْعبَ  ْن ِ َاِبِ  َِمَع ْن َ(ملس  هاور( 
Artinya: 
Siapa yang mengamalkan suatu kebiasaan baik dalam Islam, maka ia akan 
memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya 
tanpa dikurangi sedikit pun, dan siapa yang mengamalkan suatu kebiasaan yang 
buruk dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang 
yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. (Hadis riwayat Muslim). 
23
 
Dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Pammana terdapat suatu 
kebiasaan yakni menyisakan sebagian harta dan tidak dibagikan seluruhnya sebagai 
bekal untuk dirinya di masa tua. Harta yang disisakan tersebut disebut harta ampikale. 
Ampikale sebagaimana telah dijelaskan pelaksanaannya di atas memiliki tujuan yaitu: 
1. Sebagai persiapan biaya jenazah (tajhiz al-jenazah) 
Dalam masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Pammana, setelah 
penyelenggaraan jenazah akan dilanjutkan dengan adat bilampenni. Bilampenni yaitu 
perhitungan hari dengan melakukan selamatan pada hari pertama, hari ketiga, hari 
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 Muhammad Iqbal,  Hukum Islam Indonesia Modern (Medan: Gaya Media Pratama, 2009),  
h. 56. 
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ketujuh, hari keempat puluh dan hari keseratus. Pada malam bilampenni tersebut, 
berkumpullah kerabat dekat, tetangga, dan masyarakat dan dilakukan tahlilan atau 
yasinan. Selain itu, biasa juga dilakukan dengan memanggil tokoh agama dan orang-
orang yang pintar mengaji untuk membaca Al-Qur‟an sampai tamat beberapa kali. 
Biasa pula dengan mengambil biji jagung dalam sebuah mangkuk kemudian 
membaca surah Al Ikhlas sampai biji dalam mangkuk tersebut habis.  
Adapun puncak dari Acara Bilampenni tersebut yaitu Adat Mattampung yang 
biasanya dilakukan pada malam ketujuh atau keempat puluh atau malam keseratus 
meninggalnya si mayyit. Acara Mattampung dilakukan dengan disertai pemotongan 
hewan seperti sapi bagi orang yang mampu atau kambing dan beberapa ekor ayam. 
Pada acara tersebut, dipanggillah masyarakat serta tokoh agama dan pabarazanji 
untuk membaca barazanji dan zikir. Setelah acara selesai, dibawalah batu nisan ke 
kuburan si mayyit dan diletakkan di atas kuburan. 
Adapun dalam Islam, tajhizul jenazah dibolehkan. Yaitu menyediakan 
perlengkapan jenazah dan makam sebelum meninggal. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam sebuah hadis bahwa: 
  َْهَس ُتْعَِسَ َلَاق دٍِم ا َ بَِأ ْنَع ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ُن ْ ُبو ُْعبَ  ا َبَث َّد َ دٍْيَْك ُ ُن ْ َيََْيَ ا َبَث َّد َ
 ْمَعبَن  َُل  َي ِ َ ُةَاْربَبْلا ا َ َنوُرْد ََأ َلَاق دٍةَاْربَِب  ٌَةأَر ْا ْتَءاَج َلَاق  ُ َْع  َُّللا َيِضَر دٍدْعَس َن ْ
 يِدَِي  ِهِذ َ ُتْجَسَن ِّنِّ ِ  َِّللا َلوُسَر َا  ْتَلَاق اَهِتَيِشا َ فِ ٌجوُس ْ َ  َُلْمَّشلا َي ِ
 ُُهرَا  ِ اَهَّبَن َِو ا َ ْبََيل ِ ََجرَخ َ اَه ْبََيل ِ الاًجاَتْ ُ َمَّلَسَو  ِْيَلَع  َُّللا ىَّل َ لُّبَِّ لا ا ََذَخََأ  اَه َوُس َْأ
  ِْيَلَع  َُّللا ىَّل َ لُّبَِّ لا َسَلَج َ ْمَعبَن َلا َبَ  اَهي ُِس ْا  َِّللا َلوُسَر َا  ِمْو َْلا ْن ِ  ٌُجَر َلا َبَ 
 َت َْس َْأ ا َ ُمْو َْلا  َُل َلا َبَ   َِْيل ِ َاِبِ  ََسَْرأ َُّثُ ا َاَوَط َ  ََجَر َُّثُ ِسِلْجَمْلا فِ َمَّلَسَو
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 َنوُكَِتل َّلَ ِ  ُُتَْلأَس ا َ  َِّللاَو  ُُجَّرلا َلا َبَ  لاًلاِئاَس لُّاُربَ  َلَ  ََُّنأ َتْمِلَع ْد ََل ُهاَّ  ِ اَهبَتَْلأَس
 ُ َ َ َ ْتَناَك َ  ٌْهَس َلَاق ُتو َُأ َمْوبَ   ِ َ َ 
Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim berkata, aku mendengar Sahal 
bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang wanita mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa burdah. (Sahal) berkata; 
"Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" Dikatakan kepadanya lalu 
dia mengatakan: "Ya benar, itu adalah kain selimut yang pinggirnya berjahit?" 
Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menjahitnya dengan tanganku 
sendiri, dan aku membuatnya untuk memakaikannya kepada anda". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena Beliau memerlukannya. 
Kemudian Beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Kemudian 
ada seseorang dari suatu kaum yang berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah 
kain itu untukku". Beliau menawab: "Ya". lalui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk dalam suatu majelis lalu kembali dan melipat kain tersebut 
kemudian memberikannya kepada orang itu. Orang-orang berkata, kepada 
orang itu: "Tidak baik apa yang telah kamu minta kepada Beliau. Bukankah 
kamu tahu bahwa Beliau tidak akan menolak (permintaan orang). Maka orang 
itu menjawab: "Demi Allah, sungguh aku tidak memintanya melainkan untuk 
aku jadikan sebagai kain kafanku pada hari kematianku". Sahal berkata: 
"Akhirnya memang kain itu yang jadi kain kafannya".
24
 
Berkata Hafiz sebagai komentar atas riwayat di atas bahwa orang yang 
mempersiapkan kain kafan pada masa Nabi saw., tidaklah dilarang. Akan tetapi 
larangan terhadap sahabat tersebut ialah karena ia meminta kain burdah. Dan setelah 
ia menyatakan alasannya, para sahabat pun tidak melarangnya maka dari peristiwa itu 
dapat ditarik kesimpulan bahwa tak ada halangannya menyediakan apa juga yang 
diperlukan buat jenazah selagi seseorang masih hidup, seperti kain kafan dan lain 
sebagainya.
25
 
                                                          
24
 Muhammad Nashiruddin al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari (Pustaka Azzam ), h.151. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah, Jilid I  (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 428. 
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Adapun upacara selamatan dilakukan hanya semata-mata untuk mendoakan si 
mayyit agar selamat dan mendapatkan pahala dari doa-doa dan ayat Al-Qur‟an yang 
dibacakan untuknya. Sementara acara mattampung yang disertai dengan perjamuan 
dan pemotongan hewan peliharaan menurut Ibnu Qudamah: jika hal itu diperlukan 
maka tak ada salahnya karena mungkin di antara yang melawat itu terdapat orang-
orang dari dusun atau tempat-tempat jauh, hingga mereka terpaksa menginap dan hal 
itu mau tak mau tuan rumah tentu harus menjamu mereka.
26
 
Dari beberapa pendapat di atas dan di dukung dengan hadis, maka penulis 
berkesimpulan bahwa ampikale yang diperuntukkan sebagai pentajhizan jenazah 
hukumnya jaiz (boleh). Adapun perjamuan dan pemotongan hewan yang bertujuan 
untuk memberi makan kepada orang jauh yang datang melayat atau untuk masyarakat 
dan tetangga-tetangga maka hal itu menurut penulis juga diperbolehkan. Akan tetapi, 
tidak boleh berlebihan karena segala hal yang berlebihan justru akan mendatangkan 
mudharat. 
2. Sebagai imbalan karena telah merawat (tawa pattungka). 
Selain bertujuan untuk pentajhizan jenazah, harta ampikale juga bertujuan 
sebagai tawa pattungka. Artinya bahwa harta ampikale tersebut diberikan kepada 
seorang ahli waris atau orang lain yang bukan ahli waris sebagai imbalan karena telah 
merawat pemberi ampikale. Pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup, 
akan tetapi kepemilikan harta baru berganti setelah pemberi ampikale tersebut 
meninggal dunia. Dalam Islam, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah wasiat. 
Sebagaimana dijelaskan bahwa hibah wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang 
bertujuan, agar supaya bagian tertentu dari kekayaannya diberikan kepada salah 
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seorang ahli waris anaknya atau seseorang lain yang dikehendakinya supaya sesudah 
meninggalnya, bagian tersebut dapat digunakan oleh yang berhak.
27
 
Hibah atau wasiat merupakan suatu kebaikan dan dianjurkan untuk dilakukan. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:177. 
 ….                          
      .…       
Terjemahnya: 
….dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya…28 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah merupakan suatu kebajikan 
karena dapat meningkatkan taraf hidup orang lemah. Selain itu, hibah juga sangat 
dianjurkan karena merupakan bagian dari perintah Allah swt., untuk saling tolong 
menolong dalam kebaikan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap muslim memiliki 
kewajiban untuk menjaga satu sama lain karena seorang muslim adalah saudara bagi 
muslim yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10. 
 
 ٌةَوْخِا َنْوبَ  ِ ُْمْلا َا َّ ِا.... 
Terjemahnya: 
 
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...
29
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 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat  (Jakarta: Paramita, 2004), h. 48 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 43. 
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Selain ayat di atas, pentingnya menjaga hubungan persaudaraan sesama 
muslim juga dijelaskan dalam suatu hadis yakni: 
 َلَاق   َْع للها ىِضَر َرَمُع ِن ْأ ْنَع : َمّلَسَو  ِْيَلَع للها ىّل َ ِللها َلْوُسَر َلَاق : ْوُخَأ ُمِلْسُمْلا
 ُُمِلْس ُ لََو  لذلالَو  ُُمِل ْ َ لَ ِمِلْسُمْلا 
Artinya: 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata: "Rasulullah saw., bersabda: 
Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan 
mendzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya." (HR. Ahmad, 
Bukhori dan Muslim). 
Jika hubungan persaudaraan seiman saja begitu dianjurkan oleh Allah swt., 
untuk dijaga, maka lebih-lebih hubungan persaudaraan karena ikatan darah. Dalam 
sebuah ayat, Allah memerintahkan agar seorang muslim wajib menghormati dan 
berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. 
Luqman/31: 14. 
                            
              
Terjemahnya:  
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.
30
 
Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah menjadi kewajiban 
bagi setiap ahli waris untuk menjaga dan merawat pewaris terutama orang tuanya 
ketika memasuki masa tua. Selain itu, telah menjadi kewajiban ahli waris pula untuk 
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70 
 
 
 
segera menuntaskan urusan duniawi keluarga atau sanak saudara apabila ada yang 
meninggal, terutama yang berkaitan dengan materi/harta. Hal ini dicantumkan di 
dalam Pasal 175 KHI/Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:
31
 
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 
1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 
2) Menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk 
kewajiban pewaris maupun menagih piutang. 
3) Menyelesaikan wasiat pewaris. 
4) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 
Adapun harta yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pemilik ampikale di 
masa tuanya agar tidak bergantung dan tidak merepotkan ahli warisnya. Menurut 
penulis, hal tersebut dibolehkan dalam Islam sebagaimana dalam suatu hadis 
disebutkan bahwa: 
 “ Simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena 
itu jauh lebih baik bagimu “ (Hadis Riwayat Bukhari).32 
Dari hadis di atas dipahami bahwa menabung untuk kebaikan masa depan 
dibolehkan oleh Rasulullah saw,. Ampikale berbeda halnya dengan menimbun harta 
yang merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt.,. Larangan menimbun 
harta telah dijelaskan dalam ayat dan hadis yakni: 
Dalam Q.S. At-Taubah/9: 34-35 dijelaskan bahwa: 
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 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia , h.191.  
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 Muhammad Sugiono, “ Menyimpan Uang atau Emas, Bolehkah? “. Baitul Muslim. 
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……                      
                           
                      
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka 
jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka 
(lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang kamu simpan 
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu.
33
 
Akan tetapi, pengertian menimbun harta (kanzul maal) yang diharamkan 
Allah dalam QS. At-Taubah Ayat 34 adalah menimbun emas dan perak (atau uang) 
tanpa suatu keperluan (hajat). Yakni semata menyimpan uang agar tidak beredar di 
pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka profit taking (menunggu 
harga naik, lalu dijual), maka hal ini haram.
34
 
Adapun jika menyimpan harta karena ada suatu keperluan, misalnya untuk 
membangun rumah, untuk biaya nikah, untuk modal usaha, atau untuk berhaji maka 
ini tidak termasuk menimbun harta, tapi disebut menabung (al-iddikhar) yang 
hukumnya boleh asalkan tidak mengandung riba. Sedangkan jika seseorang 
menyimpan harta untuk keperluan masa tua dan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-
waktu ia sakit dan tidak memiliki biaya maka menurut pendapat penulis, hal itu juga 
bukan termasuk menimbung harta tetapi merupakan asuransi bagi diri sendiri di hari 
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tuanya. Menyiapkan sebagian harta sebagai ampikale merupakan ikhtiar untuk 
menghadapi masa depan dan masa tua.  
Masalah asuransi sendiri tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka 
masalahnya termasuk kajian fiqh kontemporer, yaitu masalah yang baru muncul dan 
tidak ada di zaman Rasulullah. Oleh karena itu, hasil ijtihad tentang asuransi 
memiliki perbedaan pendapat antara ahli fiqh . Ada beberapa pendapat atau 
pandangan mengenai asuransi jika ditinjau dari fiqh Islam, yaitu 
35
: 
1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al- Qalqii 
(mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil (mufti Mesir). 
Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah: 
a. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti; 
b. Asuransi mengandung unsur riba/rente; 
c. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis , apabila 
tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang 
sudah dibayar atau dikurangi; 
d. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba ; 
e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. 
f. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan 
mendahului takdir Allah. 
2. Asuransi Konvensional diperbolehkan. 
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 Syaikh Muqbil, “ Hukum Asuransi menurut Islam ”. Blog Abu Al Maira. https://jacksite. 
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Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa 
akhmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas 
Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas 
CAiri Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (Pengarang Kitab al- Muamallha al – 
Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan: 
a. Tidak ada nash (Al-Qur‟an dan Hadis) yang melarang asuransi; 
b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak;  
c. Saling menguntungkan kedua belah pihak; 
d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi 
yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif 
dan pembangunan; 
e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil); 
f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‟awuniyah); 
g. Asuransi di analogikan (di qiyaskan) dengan sistem pensiun atau taspen. 
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial 
diharamkan. 
Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah 
(Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). 
Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam 
asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama juga dengan alasan 
kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan 
golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil 
yang tegas menyatakan haram atau tidak haramnya asuransi itu. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi pada dasarnya adalah 
kegiatan muamalat. Hukumnya  mubah (boleh) apabila tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan syariat yang ada seperti akadnya harus bersifat sosial (asas 
tabarru/ta‟awuni), terbebas dari unsur riba (sistem bunga), judi (maisir) dan penipuan 
(gharar). 
Rasulullah saw., dalam hadisnya juga telah cukup memberikan arahan kepada 
umatnya supaya menabung untuk tujuan yang telah ditentukan. Ini dapat kita lihat 
dari hadis berikut: 
 لاً  ََس  ِِل أ  َ َ َبَن ُِلزْعبَ  ملسو  يلع للها ىل  للها ُلوُسَر َناَك َ 
Artinya: 
Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun 
[HR Bukhari no 2904 dan Muslim no 1757.
36
 
 Adapun dalam hal pengalihan harta kekayaan, sisa harta ampikale yang 
dialihkan kepemilikannya pada dasarnya berkaitan erat dengan proses pewarisan 
(manaa), hibah (pabbere) dan wasiat (pappasẽng) yang terjadi dalam masyarakat di 
Kecamatan Pammana. Namun, pelaksanaan adat harta ampikale seringkali di 
tumpang tindihkan dengan proses pewarisan, hibah dan wasiat. Hal ini disebabkan 
karena pengalihan sisa harta ampikale berbeda-beda bergantung kepada situasi 
pemilik harta ampikale. 
Akan tetapi jika ditinjau dari realitas yang terjadi di Kecamatan Pammana 
selama ini bahwa pemberian sisa harta ampikale kepada anak yang memelihara orang 
tua ternyata berbeda dengan konsep waris, hibah dan wasiat dalam hukum Islam. 
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Pertama jika sisa harta ampikale dimungkinkan menggunakan mekanisme 
waris, mengapa anak yang mendapatkan waris hanya anak tertentu yaitu anak yang 
merawat orang tua saja. Padahal dalam konsep waris Islam seharusnya semua ahli 
waris berhak atas harta warisan tersebut, sedangkan kasus di Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo yang mendapatkan sisa harta ampikale hanya anak yang merawat 
orang tua.  
Kedua jika sisa harta ampikale dimungkinkan hibah, mengapa pemindahan 
kepemilikan harta dilakukan setelah orang tua meninggal. Padahal konsep Islam yang 
menerangkan tentang hibah sudah cukup jelas bahwa hibah adalah pemberian harta 
milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup, tanpa adanya imbalan. Berarti 
telah jelas pertentangannya antara hibah menurut Islam bahwa pemindahan 
kepemilikan harta dilakukan saat si pemberi masih hidup sedangkan menurut 
masyarakat Kecamatan Pammana pemindahan kepemilikan harta dilakukan saat si 
pemberi telah meninggal.  
Ketiga, jika dimungkinkan sisa harta ampikale dikatakan wasiat mengapa ahli 
waris juga dapat menerimanya. Padahal Islam telah menerangkan bahwa salah satu 
syarat bagi orang yang diberi wasiat adalah dia bukan ahli waris dari orang yang 
memberi wasiat. 
Ketiga kemungkinan di atas akan dibahas satu persatu dengan menganalisa 
setiap kasus yang ada di masyarakat Kecamatan Pammana berikut ini: 
Tabel 2 
No. Contoh Kasus 
1. Harta ampikale jika diindikasikan sebagai hibah : 
Kasus keluarga pasangan Hj. Masang (alm) dan Hj. Ride‟ (alm) Keduanya telah 
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meninggal dunia. Mereka membagikan hartanya sewaktu masih hidup, yaitu 
ketika anak-anak mereka sudah menikah. Untuk biaya hidup mereka telah 
menyisakan 1 rumah dan 3 petak sawah sebagai harta ampikale. Setelah 
meninggal, harta ampikale tersebut menjadi milik Hj. Limi sebagai anak yang 
tinggal bersama pemilik ampikale dan merawatnya di masa tuanya.
37
 
2. Harta ampikale jika diindikasikan sebagai warisan : 
Kasus keluarga Hj. Ammatang dan Hj. Rimeng yang memiliki 6 orang anak. 
Semua anak mereka telah menikah dan memiliki rumah sendiri. Karena H. 
Ammatang telah meninggal terlebih dahulu, Hj. Rimeng tinggal bersama 
dengan anaknya yang paling bungsu yang bernama Danang. Hj. Rimeng 
memiliki harta ampikale yaitu 1 rumah dan 1 kebun. Setelah Hj. Rimeng 
meninggal, harta tersebut beralih menjadi milik Danang sebagai anak yang 
memenuhi kebutuhan Hj. Rimeng di masa tuanya serta merawatnya sampai 
meninggal dunia.
38
 
3. Harta ampikale jika diindikasikan sebagai wasiat : 
Kasus keluarga H. Canring yang isterinya telah meninggal terlebih dahulu. 
Harta H. Canring telah dibagikan kepada anak-anaknya dan menyisakan harta 
ampikale berupa 2 petak sawah. H. Canring tinggal bersama dengan 
keponakannya bernama Nanna. Sebagai orang yang telah merawat H. Canring 
semasa hidupnya, Nanna mendapatkan harta ampikale berupa 2 petak sawah 
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 Hj.  Limi, Masyarakat Ulugalung, Desa Lempa, wawancara oleh penulis di Ulugalung,  20 
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 Danang, Masyarakat Desa Tobatang, wawancara oleh penulis di Desa Tobatang,  27 
Agustus 2016. 
77 
 
 
 
tersebut. Pemberian tersebut disetujui oleh semua ahli waris (anak-anak H. 
Canring).
39
 
Dengan menganalisa kasus yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa 
ampikale  bukanlah sebagai bentuk warisan, hibah maupun wasiat melainkan sebagai 
bentuk imbalan bagi pihak yang menerimanya karena telah mengeluarkan biaya dan 
tenaga untuk mengurus dan merawat si pemilik ampikale. Akan tetapi, jika diteliti 
lebih jauh, konsep ampikale sama dengan hibah wasiat dalam Islam. Adapun hukum 
penggunaan harta ampikale untuk pentahjizan jenazah dan tawa pattungka ialah jaiz 
(dibolehkan).  
Dalam hal pengalihan harta kekayaan,sisa harta ampikale yang dialihkan 
memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya harta ampikale yaitu 
memberikan jaminan kepada orang yang merawat pemilik ampikale akan 
mendapatkan bagian dari harta ampikale tersebut sehingga dapat menjadi imbalan 
baginya atas segala waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan selama merawat 
pemilik ampikale. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak adanya aturan yang 
secara jelas menjamin harta ampikale sebagai harta yang sah menjadi milik orang 
yang merawat pemberi ampikale. Hal ini menyebabkan sewaktu waktu harta 
ampikale dapat digugat oleh ahli waris lain.  
D. Penyelesaian Harta Ampikale yang menjadi objek sengketa di Pengadilan 
Agama Sengkang 
Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan 
bahwa Pengadilan Agama merupakan adalah salah satu pelaksana kekuasaan 
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 Pasommengi, Masyarakat Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, wawancara oleh 
penulis di Lingkungan Sarasa, 24 Juli 2016. 
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kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Perkara perdata agama yang 
dimaksud di atas meliputi perkawinan, kewarisan, harta bersama, hibah, wasiat, 
waqaf dan ekonomi syariah yang kemudian disebut kewenangan absolut Pengadilan 
Agama. Dari kewenangan absolut Pengadilan Agama di atas, termasuk di dalamnya 
kewenangan mengadili sengketa hak milik atau harta kekayaan yaitu kewarisan, 
wasiat, dan hibah. Oleh karena itu, setiap harta yang berkaitan atau menjadi objek 
sengketa dalam perkara kewarisan, wasiat maupun hibah menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama untuk mengadilinya.  
Dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Hakim dalam 
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga 
putusannya sesuai dengan rasa keadilan“. 40 
Pasal ini memberikan penegasan bahwa Hukum Islam di Indonesia 
menghormati dan menghargai kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup di setiap daerah 
selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, apabila terdapat 
sengketa yang berhubungan dengan masalah adat atau kebiasaan-kebiasaan yang 
hidup dalam masyarakat tersebut dapat diselesaikan di lembaga Peradilan yang ada 
yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.  
Ditambah lagi, dalam masyarakat Bugis Wajo sekarang ini, sudah tidak ada 
lagi ketua adat dan masyarakat adat yang memiliki lembaga pengadilan adat di 
dalamnya, sehingga ketika terjadi suatu sengketa yang ada unsur adat di dalamnya, 
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sengketa tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sengketa adat tersendiri, 
melainkan akan dipadankan dengan sistem hukum lainnya seperti hukum Islam dalam 
hal kewarisan bagi orang Islam. 
Dalam hal adat ampikale yang merupakan salah satu kebiasaan, sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang, bahwa harta ampikale 
yang diajukan di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sengkang 
tidaklah berdiri sendiri tetapi hanya menjadi objek sengketa dalam perkara kewarisan, 
hibah maupun wasiat.
41
 Adapun harta ampikale yang menjadi objek sengketa hak 
milik atau harta kekayaan yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama 
harus diadili di Pengadilan Negeri.  
Proses penyelesaian perkara warisan dan hibah yang salah satu objek 
sengketanya adalah harta ampikale di Pengadilan Agama dapat dilihat di bawah ini: 
1. Warisan 
Dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat dalam 
surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg. telah 
mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Duduk Perkara: 
o Bahwa almarhum Nonci bin Ganing (meninggal dunia pada tahun 1980) 
adalah suami istri dengan Almarhumah Hj. Halifah Binti Madeali 
(meninggal dunia pada tahun 2000),meninggalkan 9 ahli waris yaitu: 
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- Jafar (meninggal tahun 2006) menikah dengan Bunga (meninggal 
tahun 2006) meninggalkan satu ahli waris yaitu Jamaluddin 
(Penggugat VII) 
- Norma (Penggugat I) 
- Hj.Nurhayati (meninggal tahun 1997) menikah dengan Buhera 
(meninggal tahun 1996) meninggalkan ahli waris yakni Hj. Agustina 
binti Buhera (Penggugat VIII), Bahri bin Buhera (Penggugat IX), 
Herawati binti Buhera (Penggugat X), Kardi bin Buhera (Penggugat 
XI), Syarifuddin bin Buhera, Fitri binti Buhera (Turut Tergugat). 
Syarifuddin bin Buhera (meninggal tahun 2013) dua kali menikah, 
isteri pertamanya yaitu Muliati (Penggugat XII) memiliki 6 orang anak 
yang menjadi Penggugat XIII s/d Penggugat XVIII. Isteri keduannya 
Murni (Penggugat XIX) memiliki 3 orang anak yang menjadi 
Penggugat XX s/d XXII. 
- Alwi (meninggal tahun 2008) menikah dengan Hj.Nurhaidah 
(Tergugat I) dan memiliki 6 orang anak yang menjadi Tergugat II s/d 
Tergugat VII. 
- H.Madeali (Penggugat II) 
- Ratna (Penggugat III) 
- Hasnah (Penggugat IV) 
- Kursiah (Penggugat V) 
- Rosnawati (Penggugat VI) 
meninggalkan harta kekayaan yakni: 
- Tanah perumahan ± 66 are (ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I) 
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- Tanah perumahan ± 2 are (sudah dijual Alwi kepada Tergugat VIII) 
- Tanah perumahan ± 2 are (sudah dijual kepada Tergugat Tergugat IX) 
- Tanah sawah 3 petak, luas ± 30 are (digadaikan oleh Tergugat I kepada 
Tergugat X) 
- Tanah sawah 3 petak, luas ± 71 are (digarap oleh Tergugat VII) 
- Tanah sawah 12 petak, luas ± 86 are (digadaikan Tergugat I kepada 
Tergugat XI) 
- Tanah sawah 7 petak, luas ± 50 are (dijual Tergugat I kepada Tergugat 
XII) 
- Tanah sawah 2 petak, luas ± 30 are (dijual Tergugat I kepada Tergugat 
XIII) 
- 12 ekor sapi (sudah dijual seharga 90.000.000) 
- 4 perahu (sudah dijual Alwi semasa hidupnya seharga 60.000.000). 
o Bahwa setelah pewaris meninggal,  semua harta dikuasai oleh Alwi 
(Almarhum) beserta isteri dan anak-anaknya. 
o Perbuatan menguasai dan memiliki semua harta kekayaan tersebut 
merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ahli waris lain 
o Perbuatan menjual dan menggadaikan sebagaian harta peninggalan ahli 
waris juga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ahli 
waris sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah. 
Eksepsi: 
o Bahwa objek sengketa point 1 s/d 6 adalah pemberian Hj. Halifah 
(pewaris) kepada Almarhum Alwi atas jasanya dalam membantu 
pembayaran biaya perkara Hj. Halifah pada tahun 1988 di Pengadilan 
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Negeri Sengkang, serta dibebani menanggung biaya hidup dan rawat 
(Pampobo/Ampikale). 
o Bahwa harta kekayaan pewaris sudah dibagikan kepada ahli waris 
sebelum pewaris meninggal dan sebagian bagian ahli waris telah dijual 
kepada Alwi (Almarhum). 
o Objek sengketa point 7 adalah Tanah P.2 milik Alwi 
o Objek sengketa point 8 telah di jual pewaris (Hj.Halifah) semasa hidupnya 
melalui Alwi. 
o Objek sengketa point 9, para Tergugat tidak mengetahuinya. 
o Objek sengketa point 10 dibeli dan dijual sendiri oleh Alwi (Almarhum). 
Pertimbangan Hakim 
o Menimbang, bahwa obyek sengketa poin I sampai obyek sengketa poin V 
tersebut berdasarkan bukti T.II, T.VIII dan keterangan saksi Drs. Nurdin P 
bin Pattah dan Muh. Seni bin Genda, diperoleh fakta hukum bahwa benar 
Hj. Halifah telah pernah menberikan obyek sengketa tersebut kepada 
almarhum M. Alwi (suami dan orang tua Tergugat) pada saat masih hidup 
yaitu Tanggal 11 November 1994 dengan disetujui oleh anaknya-anaknya 
atas jasanya/bantuan pembayaran biaya perkara Hj. Halifah pada Tahun 
1988 di Pengadilan Negeri Sengkang dan sebagai Pampobo/Ampikale 
Hj.Halifah) dengan demikian obyek sengketa tersebut berpindah 
kepemilikannya menjadi hak milik Alwi bin Nonci. 
o Menimbang bahwa perpindahan hak berdasarkan surat pernyataan 
pemberian tersebut telah sah atau tidak Majelis hakim akan 
menguraikannya sebagai berikut: 
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o Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II, yang berisi surat pernyataan 
Pemberian obyek sengketa poin I sampai obyek sengketa poin V 
tertanggal 11 November 1994 telah mendapat persetujuan dari anak-
anaknya dengan ikut bertanda tangan dan membubuhi cap jempol oleh Hj. 
Halifah sebagai pihak pemberi dan M. Jafar, Norma, Ratnawati, 
Hasnawati, Kursiah dan M. Alwi (pihak yang diberi) serta ditanda tangani 
oleh saksi Kepala Dusun Lamangiso B.Nur dan Drs. Nurdin P. bin Pattah, 
sedang dua orang anak yaitu H. Madeali dan Rosnawati telah setuju atas 
surat pemberian itu namun tidak ikut bertandatangan karena mereka 
sedang berada di Kolaka, juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan 
oleh Tergugat, saksi Drs. H. Nurdin, P bin Pattah, saksi Muh. Seni bin 
Genda telah membenarkan tentang isi dari bukti T.1 tersebut terutama 
keterangan saksi Drs. H. Nurdin, P bin Pattah yang ikut menandatangani 
surat pemberian itu, dengan demikian surat pemberian obyek sengketa 
tersebut dari Hj. Halifah kepada M. Alwi telah sah. Menimbang pula 
bahwa disamping itu obyek sengketa poin I sampai dengan Poin V, 
sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah tersebut 
adalah harta peninggalan almarhum Nonci yang sebagian dipersiapkan 
oleh almarhum Hj. Halifah untuk digunakan selama hidupnya dalam 
istilah bugis (Pampobo/Ampikale). 
o Menimbang bahwa menurut adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya 
bugis Makassar dan terkhusus pada orang bugis di Sengkang, Kabupaten 
Wajo, bahwa bilamana sesorang dari orang tua/nenek kita meninggal 
dunia dan dimasa hidupnya/dimasa tuanya, dipelihara oleh salah seorang, 
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baik dari anak kandung, maupun dari cucunya, maka harta yang 
dipersiapkan dan tersisa dari pembagian semasa hidup almarhum Nonci 
dan Hj. Halifah kepada anak-anaknya yang lain, maka harta/tanah tersebut 
diperuntukkan kepada siapa saja yang memelihara/merawatnya sampai ia 
meninggal. 
o Menimbang bahwa almarhum Hj. Halifah semasa hari tuanya 
dipelihara/dirawat oleh almarhum M. Alwi bin Nonci sampai ia meninggal 
dunia dan sampai kepada acara penguburan dan acara ta‟ziah semuanya 
itu almarhum Alwi yang mengurusnya karena saudara-saudaranya yang 
lain semua berada di Kolaka/Kendari. 
o Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
maka tanah sengketa poin I sampai poin V berdasarkan adat kebiasaan 
bugis Sengkang, Kabupaten Wajo, maka tanah tersebut secara langsung 
dimiliki oleh almarhum M. Alwi bin Nonci, serta didukung pula dengan 
adanya bukti T. II yakni surat penyerahan harta tersebut yang ditanda 
tangani dan disetujui oleh saudara-saudara Alwi tanpa paksaan. 
o Menimbang, bahwa obyek sengketa VII yaitu sawah seluas ± 50 are terdiri 
7 petak, berdasarkan keterangan saksi Drs. Nurdin P, saksi Muh. Seni bin 
Genda dan saksi Banting bin Zubair yang telah diambil sumpahnya 
dimuka sidang, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 
tersebut adalah tanah P2 (tanah pemerintah) yang diberikan kepada M. 
Alwi (suami dan orang tua Tergugat) dengan demikian obyek sengketa 
VII tersebut mutlak menjadi hak milik M. Alwi (suami dan orang tua 
Tergugat), 
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o Menimbang, bahwa obyek sengketa VIII yaitu sawah seluas ± 30 are 
terdiri 2 petak, terletak di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan 
Bola, berdasarkan bukti T. VII keterangan saksi Drs. Nurdin P, yang telah 
diambil sumpahnya dimuka sidang, maka telah ditemukan fakta hukum 
bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh H. Halifah kepada 
Nurungmani pada Tahun 1996 dengan demikian tidak terbukti obyek 
tersebut telah dijual oleh Alwi. 
o Menimbang bahwa oleh karena tanah tersebut terbukti telah dijual oleh 
almarhumah Hj. Halifah binti Madeali semasa hidupnya, maka 
tanah/sawah tersebut tidak termasuk boedel warisan. 
o Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 9 , 10, yaitu 12 ekor 
sapi dan 4 perahu Tergugat tidak mengetahuinya dan menurut keterangan 
saksi Drs. Nurdin P dan Banting bin Subair, sapi yang ditinggalkan hanya 
7 ekor sapi, tapi telah di curi oleh orang, juga meninggalkan 2 perahu 
tetapi telah hancur. 
o Menimbang bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka sudah 
jelas bahwa sawah pada obyek sengketa poin 1 sampai poin 5, bukanlah 
harta warisan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah seperti yang 
didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya melainkan sudah 
berpindah kepemilikannya kepada Alwi (suami dan orang tua Tergugat), 
begitu juga obyek sengketa 7 adalah milik Alwi, sedang obyek sengketa 8 
telah dijual oleh Hj. Halifah sehingga perbuatan Tergugat mengusai dan 
mengambil hasil obyek sengketa poin1, sampai poin 5 dan poin7 , poin 8 
tersebut bersama anaknya bukan merupakan perbuatan melawan hukum 
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atau melanggar hak para Penggugat dan para Penggugat tidak berhak atas 
tanah/sawah tersebut. 
o Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sudah 
mempertimbangkan bahwa satu satunya harta peninggalan almarhum 
Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus diwarisi oleh 
para Penggugat dan turut Tergugat yaitu obyek sengketa poin VI, dan 
karena ahli waris Nonci bin Ganing itu juga ahli waris Hj. Halifah binti 
Madeali yang terdiri anak laki laki dan anak perempuan maka berdasarkan 
Al-Quran surat An.Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI yang maksudnya 
adalah bahwa bagian seoarang anak laki laki adalah sama dengan bagian 
dua anak perempuan 
Mengadili: 
o Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 
o Menetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing yang meninggal 
dunia pada tahun 1980 dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal Tahun 
2000 sebagai berikut: 
- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki-laki dari anak laki laki Nonci) 
- Norma binti Nonci (anak perempuan). 
- Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan). 
- M. Alwi bin Nonci (anak laki laki). 
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki). 
- Ratna binti Nonci (anak perempuan). 
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan). 
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2. Hibah 
Dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa hibah harus 
dilakukan berdasarkan hukum Islam.  
Batasan harta yang dapat dihibahkan disebutkan dalam Pasal 210 Ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam yakni:  
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, 
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga 
di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pula bahwa “ 
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “. 
Dari pasal di atas, dapat dipahami bahwa Hukum Islam tidak mengenal adanya 
hibah kepada anak/ahli waris, karena anak/ahli waris sudah ditetapkan bagiannya 
masing-masing, sehingga sesuai ketentuan, apabila anak memperoleh hibah, maka 
hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. dan apabila melebihi bagian ahli 
waris, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan yang harus dikurangi 
dan apabila kurang dapat ditambah dari jumlah yang semestinya diterima sebagai 
ahli waris. 
Dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Makassar, H. Poji telah 
meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1999, meninggalkan ahli waris tujuh orang 
anak yaitu:  
1. H. Aisyah binti H. La Enre alias H. Isa;  
2. Abdul Latief bin H. La Enre;  
3. Rugaiya binti H. La Enre;  
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4. Nurhayati binti H. La Enre;  
5. Dra. Maemuna Dawy binti H. La Enre;  
6. Gusna binti H. La Enre;  
7. Rosmadinah binti H. La Enre; 
Almarhumah H. Poji meninggalkan harta warisan berupa:  
1. Tanah dan rumah di atasnya;  
2. Tanah kebun jati dan pembakaran kapur;  
3. Tanah darat;  
4. Tanah perumahan;  
5. Tanah sawah;  
Harta warisan almarhumah H. Poji tersebut telah dihibahkan seluruhnya 
kepada Tergugat pada tanggal 1 Mei 1999. Dalam hal ini, ahli waris lain merasa 
keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama bahwa tindakan dan 
perbuatan almarhumah H. Poji yang menghibahkan seluruh harta bendanya 
tersebut kepada Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum; 
Alasannya karena, Hibah yang dilakukan oleh almarhumah H. Poji 
tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan sewaktu sakit, isinya 
merugikan ahli waris lainnya dan adanya pemalsuan identitas almarhumah H. Poji 
sebagai penghibah. 
Adapun putusan Pengadilan Agama No. 51/Pdt.G/2001/ PA.Mks yaitu 
menolak gugatan penggugat yang kemudian di tingkat banding dibatalkan oleh 
Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2001 M dan menyatakan hibah yang 
dilakukan oleh H. Poji kepada Tergugat adalah tidak sah. Perkara tersebut 
dilanjutkan di tingkat kasasi dengan putusannya yakni menyatakan sita jaminan 
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atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah diletakkan oleh Pengadilan 
Agama Makassar tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Pengadilan 
Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan tersebut. 
Akan tetapi, terdapat kekeliruan hakim di tingkat kasasi dalam putusan 
No. 455 K/AG/2002 menyatakan bahwa hibah kepada seorang anak sebagai sah 
dengan sebutan ampikale. Hibah dan pemberian adalah sama walaupun dengan 
nama hukum adat, yaitu ampikale. Hukum adat atau al urf di sini telah dipakai 
sebagai sumber dasar, padahal dalam Islam hanya sebagai sumber komplementer 
untuk menguatkan sumber dasar. Bahwa hukum adalah a tool social engineering 
(rekayasa sosial) bukan terhadap masalah apa-apa yang terjadi, padahal yang 
terjadi itu bertentangan dengan hukum Islam.  
Oleh karena itu, dalam peninjauan kembali Mahkamah Agung 
menyatakan hibah yang dilakukan atas obyek sengketa No. 1, 4 dan 5 oleh H. Poji 
kepada Tergugat adalah tidak sah serta akta hibah yang dibuat oleh H. Poji di 
hadapan Burhan Mappa, S.H. (PPAT di Kabupaten Soppeng) tanggal 1 Mei 1999 
dengan segala akibat hukumnya adalah tidak berkekuatan hukum. 
Dari kedua perkara di atas, dapat diketahui bahwa masalah harta ampikale 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama khususnya dari orang tua kepada anak 
bagi orang Islam sangat terkait dengan hukum kewarisan, hibah maupun wasiat. Yang 
mana perkara tersebut umumnya hanya berbentuk permohonan pembagian warisan 
maupun permohonan pembatalan hibah. Oleh karena itu, dasar hukum Hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut sama halnya dengan memutuskan perkara kewarisan 
maupun hibah pada umumnya yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam.  
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Adapun masalah ampikale yang hanya menjadi salah satu unsur di dalam 
perkara kewarisan maupun hibah diputuskan dengan melihat ampikale sebagai suatu 
adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat Bugis. Dalam Pasal 28 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Sumber hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara 
adat yakni: 
a. Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksananya. 
b. Hukum tidak tertulis (hukum adat). 
c. Putusan Desa. 
d. Yurisprudensi. 
e. Keterangan ahli. 
Berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, hakim 
hanya menunggu inisiatif dari masyarakat untuk mengajukan surat gugatan terlebih 
dahulu, karena dalam menerima dan membantu menyelesaikan perkara perdata di 
antaranya menganut asas hakim bersikap menunggu (iudex ne procedat ex officio), 
dan asas hakim bersikap pasif. Artinya bahwa Hakim hanya menunggu, dan inisiatif 
dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang 
bersangkutan. 
Hakim hanya menunggu, jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru 
bisa diperiksa dan diputus. Jadi, Hakim tidak dapat memaksakan supaya orang yang 
merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar 
haknya itu ke muka pengadilan. 
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Akan tetapi, menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pammana, 
sangat jarang masyarakat terutama di Kecamatan Pammana yang memperkarakan 
masalah ampikale di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena ampikale  telah 
diterima oleh masyarakat sebagai suatu cara menghargai jasa ahli waris maupun 
orang lain yang telah mengeluarkan biaya dan tenaganya dalam  merawat dan 
memelihara pemilik ampikale  semasa hidupnya.
42
 
Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa ampikale merupakan salah satu 
hukum adat yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan sistem pewarisan adat di 
masyarakat yang mana ampikale memberikan jaminan atau hak-hak bagi orang yang 
telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk merawat dan memelihara 
seseorang. 
 
                                                          
42
 H. Muhammad Jumardin, S.Ag., Penyuluh di Kantor KUA Kecamatan Pammana, 
wawancara oleh penulis di Kantor KUA Kecamatan Pammana, 20 Maret 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam masyarakat Suku Bugis terutama di Kecamatan Pammana, pembagian 
harta warisan biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Akan 
tetapi, harta yang dimiliki tidak dibagikan seluruhnya tetapi disisakan 
sebagian untuk biaya hidup pewaris. Harta yang disisakan itu disebut 
ampikale. Harta ampikale kemudian akan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pemilik ampikale di masa tuanya sampai meninggal dunia  dan 
sampai pengurusan jenazahnya. Jika ada harta ampikale yang tersisa setelah 
dipenuhi semua keperluan pemilik ampikale, maka harta tersebut akan 
diberikan kepada orang yang merawat dan memelihara pemilik ampikale 
sebagai imbalan atas jasanya. Ampikale memiliki konsep tersendiri yang 
berbeda dengan kewarisan, hibah dan wasiat dalam Islam.  
2. Harta ampikale ditinjau dari segi Adat dalam pandangan hukum Islam 
dianggap sebagai suatu hal yang diterima keberadaannya. Hal ini disebabkan 
karena ampikale merupakan suatu kebiasaan baik yang seharusnya 
dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Adapun harta ampikale ditinjau dari 
segi tujuannya untuk keperluan tajhizul jenazah dalam Islam, hukumnya jaiz 
(dibolehkan). Yaitu menyediakan perlengkapan jenazah dan makam sebelum 
meninggal. Sementara tujuan pemberian harta ampikale sebagai tawa 
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pattungka dalam hukum Islam sama halnya dengan hibah wasiat. Hukum 
Islam memandang hibah wasiat sebagai suatu kebajikan karena dapat 
meningkatkan taraf hidup orang lemah. Selain itu, hibah juga sangat 
dianjurkan karena merupakan bagian dari perintah Allah swt untuk saling 
tolong menolong dalam kebaikan. Jika harta ampikale dilihat dari segi 
bentuknya yang menyimpan harta untuk diri sendiri, hal tersebut dipandang 
sebagai asuransi bagi dirinya sendiri di masa tua dan bukan perbuatan 
menimbun harta. Asuransi merupakan kegiatan muamalat yang hukumnya  
mubah (boleh) apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat 
yang ada seperti akadnya harus bersifat sosial (asas tabarru/ta‟awuni), 
terbebas dari unsur riba (sistem bunga), judi (maisir) dan penipuan (gharar). 
3. Ampikale sudah menjadi kebiasaan yang melembaga. Orang yang merasa 
dirugikan dengan pemberian harta ampikale yang tidak adil dan melebihi 
batasan harta yang dapat dihibahkan atau diwasiatkan sehingga merugikan 
hak ahli waris lain, dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama 
maupun Pengadilan Negeri. Karena Hukum Islam maupun Hukum Positif di 
Indonesia menerima adat sebagai suatu kebiasaan yang harus 
dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, harta ampikale 
yang diperkarakan di Pengadilan pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi 
hanya menjadi objek sengketa kewarisan dan hibah di Pengadilan Agama atau 
menjadi objek sengketa hak milik di Pengadilan Negeri. Masalah Ampikale 
diputuskan dengan memandang ampikale sebagai suatu adat/kebiasaan 
pengalihan harta kekayaan di masyarakat Suku Bugis. Sumber hukum yang 
diterapkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara adat yakni : 
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f. Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksananya. 
g. Hukum tidak tertulis (hukum adat). 
h. Putusan Desa. 
i. Yurisprudensi. 
j. Keterangan ahli. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan agar tokoh agama, lembaga keagamaan dan pemerintah setempat 
lebih memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kebiasaan atau adat 
yang hidup di masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kebiasaan mana 
yang relevan dengan syariat Islam dan harusnya dilestarikan. 
2. Diharapkan agar masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mengenai 
pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia 
dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan dalam suatu musyawarah. 
Sehingga pembagian tersebut dapat diterima dan dapat menjamin hak-hak 
semua ahli waris  serta tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. 
3. Diharapkan agar tokoh agama, lembaga keagamaan dan pemerintah setempat 
mensosialisasikan tentang cara-cara pengalihan harta kekayaan dan batasan-
batasannya sehingga harta ampikale yang dijadikan sebagai tawa pattungka 
tidak melebihi batasan sehingga tidak merugikan hak ahli waris lain. 
4. Diharapkan agar lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama yang 
menangani perkara yang terdapat harta ampikale sebagai objek sengketanya 
lebih memperhatikan kemaslahatannya bagi semua ahli waris maupun 
penerima ampikale. 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor:0304 /\01 / Tvtt
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangku, bahwa.
Nama : NURRAISyIAH
TTL : Wajo, 30 SePtember 1995
Pekerjaan: idahasiswi
Alamat : Sarasa, Kel. Pammana, Kec' Pammana, Kab'
Wajo
Bahwa orang tersebut diatas adalah benar telah Melakukan Penelitian di Kec.
Pammana mulai Tanggal 10 Juli s/d 14 Agustus2016'
Demikianlah Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Maroanging . Tgl 23 Maret 2017
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DATA INFORMAN
iniYang bertandataogan di bawatr
Nama
TempaUTanggalLahn
Alamat
Pekerjaan/Jabatan
batrwa benar
wa\ilancara dengan saya"
Nama
Pekerjaan 
.
Fakultas/Junrsan
Asal Perguruan Tinggi
dalam rangka pengumpulan data dan infonnasi untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : 'oTinjauan Hukum'Islam terhadap
Adat Anpi kal€ .pada Masyarakat di Kabupaten Wajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Wajo, e /-ZArc
ffi
0n- lf 'Dtuh;'/fa/- /"f
Georzt ,/o -t} - 1"6]
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/-rt/;
yang tersebut namanya di atas telah melakukan
NurRahmah
Mahasiswa
Syariah dan Hukum / Peradilan
LJIN Alauddin lVlakassar
Yang bertandatangan di bawatr
Nama
Tempat/Tanggal Latrir
Alamat
Pekerjaan/Jabatan
menerangkan bahwa benar
wawancara dengan saya,
Nama
Pekerjaan
FakultaJJunrsan
Asal Pergunran Tinggi
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yang tersebut namanya di atas telah melakukan
NurRahmah
Mahasiswa
Syariah dan Hukum / Peradilan
UIN Alauddin Makassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap
AdatAmpikal7padalulasyarakatdiKabupatenWajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Yang bertandatangan di bawatt
Nama
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Pekerjaan/Jabatan
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PETANi
yang tersebut namanya di atas telah melakukan
NurRahmah
Mahasiswa
Syariah dan Hukum / Peradilan
UlNAlauddin Makassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap
AdatAmpikaldpadaMasyarukatdiKabupatenWajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
wajo, OT .AtrSurS. 2016
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Yang bertandatangan di bawalr
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
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Pekerjaan
Fakultas/Jurusan
Asal Perguruan Tinggi
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yang tersebut namanya di atas telah melakukan
NurRahmatr
Mahasiswa
Syariah dan Hukum / Peradilan
LJIN Alauddin lv{akassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk membaatu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap
AdatAnpikald pada lvlasyarakat di Kabupaten Wajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
Wajo, !5 A3vsttts 2016
-h"
Informan=l
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menerangkan bahwa benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan
wawancaradengan saya,
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Pekerjaan
FakultaJJunrsan : Syariatr dan Hukum / Peradilan
Asal Perguruan Tinggi : UIN Alauddin Makassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam te*tadap
AdatAmpikald pada Masyarakat di Kabupaten lVajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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NurRahmah
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Syariah dan Hukum/ Peradilan
UIN Alauddin lv{akassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk mernbantu penulis dalart
menyelesaikan penulisan slaipsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap
AdatAnpikaldOadaMasyuahatdiKabupatenWajo".
Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
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NurRatmatt
lvlatrasiswa
Syariatr dan Hukum / Peradilan
tlIN Alauddin ldakassar
dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap
Adat Ampi ka lE pada Masy uakat di Kabupaten lVajo".
Drrrikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan sebagaimana
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PEDOMAN WAWANCARA 
 Masyarakat yang melakukan Ampikale. 
1. Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara menjadikan sebagian harta Bapak/Ibu/Saudara 
menjadi harta ampikale ? 
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memiliki anak atau kerabat lain yang memelihara 
Bapak/Ibu/Saudara selama ini? 
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara dalam melaksanakan ampikale ? 
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara melakukan ampikale tersebut secara lisan atau 
tertulis ? 
5. Apa isi akad dalam pelaksanaan ampikale tersebut ? 
6. Siapa yang dapat hadir dalam penunjukan harta ampikale tersebut ? 
7. Apakah harta ampikale tersebut dikelola oleh orang lain atau oleh 
Bapak/Ibu/Saudara sendiri? 
8. Apakah ada batasan harta yang dapat dijadikan ampikale ? 
9. Bagaimana kedudukan harta yang dijadikan ampikale tersebut ? 
10. Apakah harta ampikale tersebut dapat menjadi wasiat bagi ahli waris atau 
orang yang merawat atau memelihara Bapak/Ibu/Saudara dan apakah sudah 
ditentukan orang yang dapat memilikinya ? 
 Masyarakat yang menerima harta ampikale ? 
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merupakan ahli waris dari pemilik ampikale 
tersebut ? 
2. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara merawat dan memelihara si pemilik ampikale 
tersebut ? 
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara hadir pada saat penunjukan harta ampikale 
tersebut ? 
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan harta ampikale tersebut sebagai 
bentuk wasiat atau ketetapan pengadilan atau kesepakatan ahli waris dan 
masyarakat setempat ? 
5. Apakah pernah terjadi sengketa terhadap harta ampikale yang 
Bapak/Ibu/Saudara dapatkan ? 
6. Apakah biaya yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan dalam merawat pemilik 
ampikale merupakan harta ampikale tersebut atau biaya dari 
Bapak/Ibu/Saudara sendiri ? 
 Tokoh Masyarakat yang mengetahui tentang Adat Ampikale. 
1. Bagaimana Adat Ampikale yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui ? 
 
 
2. Bagaimana pelaksanaan Adat Ampikale yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui ? 
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melihat pelaksanaan Adat Ampikale ? 
4. Bagaimana eksistensi adat Ampikale yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui ? 
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara tentang Adat Ampikale ini, apakah 
sesuai dengan hukum Islam dan apakah dapat dikategorikan sebagai wasiat ? 
6. Apakah sering terjadi sengketa apabila pemilik harta ampikale telah 
meninggal dunia ? 
 Hakim Pengadilan Agama. 
1. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani perkara ampikale ? 
2. Apakah yang dimaksud dengan harta ampikale ? 
3. Apakah banyak perkara ampikale yang masuk dan diperkarakan di Pengadilan 
Agama Sengkang ? 
4. Bagaimana cara penyelesaian perkara apabila ada harta ampikale yang 
menjadi objek sengketa ? 
5. Apa dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ampikale ? 
6. Bagaimana tolak ukur seseorang dapat mendapatkan harta ampikale ? 
7. Apakah harta ampikale dapat diperhitungkan sebagai wasiat ? 
8. Apakah ada batasan harta yang dapat dijadikan ampikale ? 
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Ampikale ? Apakah sesuai dengan 
ajaran Islam dan apa dalil yang mendasarinya ? 
 KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 
1. Apakah Anda mengetahui tentang Adat Ampikale yang merupakan suatu 
kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat? 
2. Apakah Anda mengetahui apabila ada orang yang menjadikan sebagian 
hartanya sebagai harta ampikale ? 
3. Apakah pelaksanaan ampikale dicatat dalam agenda KUA ? 
4. Apakah pihak KUA diundang untuk menjadi saksi apabila seseorang akan 
menjadikan hartanya sebagai harta ampikale ? 
5. Apakah pihak KUA turut terlibat apabila terdapat sengketa dalam harta 
ampikale tersebut ? 
6. Bagaimana eksistensi pelaksanaan ampikale ini dalam masyarakat di 
Kecamatan Pammana ? 
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